PENALARAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM DALAM PEMANFAATAN DAUN UBI JALAR UNTUK PAKAN TERNAK BABI: STUDI KASUS DI KELURAHAN PENTOJANGAN KECAMATAN TELLUWANUA KOTA PALOPO by Riting, Riting
PENALARAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM DALAM PEMANFAATAN
DAUN UBI JALAR UNTUK PAKAN TERNAK BABI: STUDI KASUS
DI KELURAHAN PENTOJANGAN KECAMATAN TELLUWANUA
KOTA PALOPO
Tesis
Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam









PENALARAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM DALAM PEMANFAATAN
DAUN UBI JALAR UNTUK PAKAN TERNAK BABI:  STUDI  KASUS
DI KELURAHAN PENTOJANGAN KECAMATAN TELLUWANUA
KOTA PALOPO
Tesis
Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam





1. Dr. Kaharuddin, M.Pd. I
2. Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I
PASCASARJANA








ئَاتِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّھِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِیْنُھُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللھِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّ
یُضْلِلْ فَالَ ھَادِيَ لَھُ. أَشْھَدُ أَنَّ الَ إِلَھَ إِالَّ اللھ مَنْ یَھْدِهِ اللھُ فَالَ مُضِلَّ لَھُ وَمَنْ ، أَعْمَالِنَا
◌ُ وَأَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُھ
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Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad
lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman
ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta
segala perangkatnya.
Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini
digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di
tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan
akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi
Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya
mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata
sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  ال
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara
yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah.
Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di
atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya
tulis ilmiah di lingkungan IAIN Palopo diharuskan untuk mengikuti
pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika
transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.
Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.
1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut:
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditranslitrasi ke dalam huruf latin sebagai
berikut :
ا : a
ب : b ط : t{
ت : t ظ : z{
 ٍ◌ ث : s| ع : ‘
ج : j غ : g
ح : h{ ف : f
خ : kh ق : q
د : d ك : k
ix
ذ : z| ل : ;
ر : r م : m
ز : z ن : n
س : s ه : h
ش : sy و : w
ص : s{ ي : y
ض : d{
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan



































َكـْیـفَ  : kaifa
ھَـْو لَ  : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:
مـَا تَ  : ma>ta
َرَمـى : rama >
قِـْیـلَ  : qi>la
یَـمـُْو تُ  : yamu>tu
4. Ta marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang
hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
َرْوَضـة ُ األ ْطفَالِ  :raud}ah al-at}fa>l
اَْلـَمـِدْیـنَـة ُ اَْلـفـَاِضــلَة ُ : al-madi>nah al-fa>d}ilah














a dan garis di
atas
I dan garis di
atas




Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
َربّـَـناَ  : rabbana >
نَـّجـَْیــناَ  : najjai>na >
اَلـْـَحـّقُ  : al-h}aqq
اَلـْـَحـّجُ  : al-h}ajj
نُّعـِـمَ  : nu“ima
َعـُدوٌّ  : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh
huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf ,(ــــِـىّ ) maddah (i>).
Contoh:
َعـلِـىٌّ  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
َعـَربـِـىُّ  : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf
syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi
huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contohnya:
اَلّشّ◌ـَْمـسُ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
لـْـَزلـَـةُ  اَلزَّ : al-zalzalah (az-zalzalah)
اَلـْـفَـْلسـفَةُ  : al-falsafah
اَلـْـبــِـالَدُ  : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab ia berupa alif.
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Contohnya:
تـَأُمـُرْونَ  : ta’muru>na
اَلـْـنّـَْوءُ  : al-nau’
َشـْيءٌ  : syai’un
أ ُُ◌ِمـْر تُ  : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum.
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks




Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab
9. Lafz} al-Jala>lah (هللا)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-
terasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ِدیـُْن هللاِ  di>nulla>h بِاِ هللاِ  billa>h
Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
hum fi> rah}matilla>hھُـْم فِْي َرحــْـَمِة هللاِ 
10. Huruf Kapital
Walausistemtulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD) .Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
xiii
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bilanama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:
Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l
Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abu> (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama
terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau
daftar referensi. Contohnya:
Abu> al-Wali>d Muh}ammadibnuRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu> al-Wali>d
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu)




Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
Q.S. …(…): 4 = Quran, Surah …, ayat 4
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ABSTRAK
Nama : Riting / 18.19.2.03.0013
Judul : Penalaran Filosofis Hukum Islam dalam pemanfaatan Daun
Ubi Jalar untuk Pakan ternak Babi: Studi Kasus di
Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
Pembimbing :    1. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Kata Kunci : penalaran filosofis, daun ubi jalar, pakan babi
Penelitian ini membahas tentang penalaran filosofis dalam praktik
pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi di Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dengan tujuan sebagai berikut: 1) Untuk
mengetahui realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di
Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. 2) Untuk
mengetahui penalaran filosofis terhadap pemanfaatan daun jalar untuk pakan
ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
multidisipliner yang meliputi: pendekatan teologis normatif (syar’i), pendekatan
sosiologis, pendekatan filosofis dan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian
dilakukan di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli daun ubi jalar
untuk pakan babi yang dilakukan petani di Kelurahan Pentojangan Kecamatan
Telluwanua Kota Palopo didasarkan oleh faktor ekonomi, yaitu pemenuhan
kebutuhan hidup. Selain itu, proses budidaya daun ubi jalar ini sangat mudah dan
cepat memperoleh hasil. Terdapat 3 pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan
terkait status hukum pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi, yaitu: halal,
haram dan sebagian besar tidak mengetahui hukum dari jual beli daun ubi jalar
untuk pakan babi, 2) Penalaran filosofis dalam praktik pemanfaatan daun ubi
jalar sebagai pakan babi dapat ditinjau dengan menggunakan metode istislahi,
yaitu maqashid syari’ah dan sadd al-dzari’ah. Dari segi kemaslahatan,
pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dapat memberikan manfaat yaitu
menunjang perekonomian masyarakat, namun dapat pula menimbulkan mafsadat
yaitu ikut melestarikan perkembangbiakan babi. Oleh sebab itu, untuk
menghindari mafsadat yang ditimbulkannya, maka praktik jual beli ini harus
dialihkan peruntukannya yaitu untuk pakan selain babi sehingga manfaat dapat
terpenuhi namun tidak melanggar ajaran agama. Hal ini juga sesuai dengan
metode kedua yaitu sadd al-dzari’ah yang merupakan langkah untuk mencegah
terlibatnya masyarakat dalam melestarikan perkembangbiakan babi.
Implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi
dalam melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya
petani daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo mengenai status
hukum jual beli tersebut.
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ABSTRACT
Name :   Riting / 18.19.2.03.0013
Title : Islamic Law Philosophical Reasoning in the Utilization of
Sweet Potato Leaves for Pig feeds in Pentojangan sub-
district Telluwanua Palopo City
Consultants :   1. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Keywords :  philosophical reasoning, sweet potato leaves,  pig feeds
This research discusses philosophical reasoning in the practice of
utilizing sweet potato leaves for pig feed in Pentojangan Sub-District of
Telluwanua Sub-District of Palopo City, with the following objectives: 1) To find
out the reality of the use of sweet potato leaves for pig feed in Pentojangan Sub-
District of Telluwanua Sub-District of Palopo City. 2) To find out the
philosophical reasoning for the use of sweet leaves for pigs feed in Pentojangan
Village, Telluwanua District, Palopo City.
The type of research is qualitative research with a multidisciplinary
approach which includes: normative theological approach (syar'i), sociological
approach, philosophical approach and phenomenological approach. The location
of the research was conducted in Pentojangan Village, Telluwanua District,
Palopo City. Data collection techniques are done through observation, interviews
and documentation.
The results showed that: 1) The practice of buying and selling sweet potato
leaves for pig feed carried out by farmers in Pentojangan Village, Telluwanua
District, Palopo City was based on economic factors, namely the fulfillment of
living needs. In addition, the process of sweet potato leaf cultivation was very
easy and quickly gets results. There are 3 opinions of the Pentojangan Village
community regarding the legal status of the use of sweet potato leaves as pig feed,
namely: halal, haram and most of them do not know the law of buying and selling
sweet potato leaves for pig feed, 2) Philosophical reasoning in the practice of
utilizing sweet potato leaves as feed pigs can be reviewed using the istislahi
method, namely maqashid shari'ah and sadd al-dzari'ah. In terms of benefit, the
use of sweet potato leaves for pig feed can provide benefits that supported the
community's economy, but also can lead to mafsadat, which has preserved the
breeding of pigs. Therefore, to avoid the mafsadat it causes, the practice of buying
and selling must be diverted for food other than pork so that the benefits can be
met but not in violation of religious teaching. This also in accordance with the
second method, sadd al-dzari'ah, which is a step to prevent community
involvement in preserving pig breeding.
The implication of this research was expected to be a reference in
conducting socialization and understanding to the community, especially sweet
potato leaf farmers in Pentojangan Village, Palopo City regarding the legal status
of the sale and purchase.
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بحثالتجرید 
. "تحلیل الحكم االسالمي في استخدام أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازیر 2020ریتینج، 
."في قریة بنتوجانجان منطقة تیلوانوا مدینة فالوفو
أشرف .شعبة الشریعة اإلسالمیة بجامعة اإلسالمیة الحكومیة فالوفوبحث الدراسات العلیا، 
.علیھ قھار الدین وأنیتا ماروینج
إن تحلیل الحكم اإلسالمي حول ممارسة استخدام أوراق البطاطا الحلوة لعلف 
) معرفة 1الخنازیر في قریة بنتوجانجان منطقة تیلوانوا مدینة فالوفو، مع األھداف التالیة: 
ستخدام أوراق البطاطا الحلوة لتغذیة الخنازیر في قریة بنتوجانجان منطقة تیلوانوا واقع ا
) معرفة المقاصد الحكمي في استخدام أوراق البطاطا الحلوة لتغذیة الخنازیر 2مدینة فالوفو، 
.في قریة بنتوجانجان منطقة تیلوانوا مدینة فالوفو
یتضمن: النھج المعیاري نوع البحث ھو بحث نوعي مع نھج متعدد التخصصات
أجریت الدراسة في قریة .(الشرعي)، النھج االجتماعي، النھج الفلسفي والنھج الظاھري
بنتوجانجان منطقة تیلوانوا مدینة فالوفو. وتمت تقنیات جمع البیانات من خالل المالحظة، 
.المقابالت والتوثیق
ق البطاطا الحلوة ألعالف ) أن ممارسة بیع وشراء أورا1أوضحت النتائج ما یلي: 
الخنازیر التي یقوم بھا المزارعون في قریة بنتوجانجان، منطقة تیلوانوا، مدینة فالوفو، 
استندت إلى عوامل اقتصادیة التي فیھا مصالح للمزارعین تلبیة احتیاجات الحیاة األسریة من 
ة ألن عملیة الزراعة خالل شراء وبیع أوراق البطاطا الحلوة. اختاروا زراعة البطاطا الحلو
كانت سھلة للغایة وسرعان ما حصلت على نتائج. وكان ھناك ثالث آراء من مجتمع قریة 
بنتویجانجان فیما یتعلق بالوضع القانوني الستخدام أوراق البطاطا الحلوة كعلف للخنازیر، 
ن وھي: حالل، حرام، والتوقف. معظم مزارعي البطاطا الحلوة ال یعرفون  احكام وقانو
) الغرض من المقاصد الشرعیة ھو 2شراء وبیع أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازیر، 
تحقیق المصلحة. یمكن تحقیق المصلحة بطریقتین، وھما إظھار الفوائد المالیة البتة. وتجنب 
أو منع الضرر والقبح. یمكن أن یوفر استخدام أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازیر فوائد 
یاجات الحیاة، ولكن یمكن أن یسبب أیًضا المفاسد ألنھ یساعد في الحفاظ على تكاثر لتلبیة احت
الخنازیر. لذلك، یجب تجنب المفاسد. وذلك أیضاً وفق قاعدة فقھیة وھي سد الذریعة (منع 
)السیر إلى الممنوعات أو الحرام
لوانوا ومن آثار البحثیةھي فمن الضروري للعلماء في قریة بنتوجانجان منطقة تی
مدینة فالوفو أن یتواصلوا مع المجتمع ویفھموه، خاصةً مزارعي البطاطا الحلوة فیما یتعلق 
بالوضع الحكم اإلسالمي لبیع وشراء أوراق البطاطا الحلوة لعلف الخنازیر المحرم بالنظر 
.إلى المفاسد الناتجة منھا





Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam yang memiliki tiga
kandungan utama yakni aqidah, akhlaq dan syariat. Hukum Islam diturunkan
Allah swt., tidak lepas dari tujuan yang dapat disimpulkan dari penelitian terhadap
nash-nash dan hukum itu sendiri, maka istinbat hukum tidak boleh mengabaikan
makna-makna dan tujuan-tujuan dimaksud. Makna dan tujuan tersebut dalam
kajian hukum Islam dan usu>l fiqh dikenal dengan term maqa>si}d shari>ah.1
Maqasid syariah baru popular sebagai term ilmiah pada  abad ke-5 hingga
8 hijiriah, di mana al-Juwayniy wafat tahun 478 hijiriyah dipandang sebagai
pemikir pertama yang mengemukakan pandangannya terkait maqa>si}d shari>ah.
Setelah itu maqasid syariah menjadi bahan kajian popular ulama-ulama us}u>l fiqh
seperti Abu Hamid al-Gazali dan Abu Ishaq al-Syathibi.2
Seiring dinamika sosial ummat Islam sekarang ini semakin kompleks akan
membutuhkan perangkat-perangkat yang lebih besar untuk menyelesaikan hal
tersebut. Maqa>si}d shari>ah menjalin manfaat insaniah dan melindungi manusia dari
kerusakan (al-mubsadah), kejahatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di
akhirat. Tujuan maqa>si}d shari>ah untuk kemaslahatan yang diartikan sebagai
segala sesuatu yang berupaya memelihara kekuatan manusia seperti kebutuhan
1Abdullah bin Yusuf Al-Judayyi, Tafsir ‘Ilmi Usu>l a-Fiqh (Bairut: Mu’assasah ar
Rayya>n, 1997), 328.
2Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Cet. I; Jakarta: PT
Mizan Pustaka, 2015), 50.
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agama, kebutuhan jiwa, kebutuhan akal, keturunan dan harta. Tujuan maqa>si}d
shari>ah termasuk menyangkut rejeki (harta) manusia untuk hidup secara layak dan
sejahtera. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):29
                
        
Terjemahnya:
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.
dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.3
Ayat ini memberikan inspirasi bahwa segala sesuatu yang ada di muka
bumi untuk manusia namun perlu ada batasan di dalamnya. Maqa>si}d shari>ah
adalah salah satu faktor yang dapat menyelesaikan hal yang secara implisit
membawa kemaslahatan. Suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariat,
meskipun bercangga dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia
tidak selamanya didasarkan kepada syariat (memelihara tujuan syarak), tetapi
seringkali didasarkan kepada kehendak naluri subjektif dan mengikuti hawa nafsu.
Misalnya pada zaman Jahiliyah, para wanita tidak mendapatkan harta pusaka yang
menurut orang-orang arab sebelium Islam, hal ini mengandung kemaslahatan
karena sesuai hukum adat (tradisi) dimana kaum laki-laki merupakan tulang
punggung dalam melindungi, memelihara dan berperang sedangkan wanita hanya
sekedar pemuas hawa nafsu dianggap baik (maslahat) oleh sebagian orang akan
tetapi pandangan ini tidak sesuai dengan kehendak syariat, karenanya tidak
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012),  6.
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dinamakan mas}lah}ah. Oleh karena itu, yang dijadikan dasar atau patokan dalam
menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syariat,  bukan selera atau
kehendak manusia yang bersifat pribadi (nisbi).
Masyarakat Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
pada umumnya hidup sebagai petani sawah dan kebun. Salah satu usaha petani
kebun yaitu menanam ubi jalar untuk diperjualbelikan sebagai pakan ternak babi.
Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi menimbulkan berbagai
polemik dan pendapat di masyarakat. Ada yang mengatakan usaha itu diharamkan
karena turut membantu peningkatan ternak babi dan babi adalah binatang yang
diharamkan bagi umat Islam sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma>’idah
(5):3 sebagai berikut:
          
            
              
              
                
               
Terjemahnya:
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah], daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali
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yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang
disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan
anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.
pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah
kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu
Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.4
Demikian juga sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :
نَاِد َعْن  ثَنَا ُمَعاِویَةُ ْبُن َصالٍِح َعْن َعْبِد اْلَوھَّاِب ْبِن بُْخٍت َعْن أَبِي الزِّ َحدَّ
ُ َعلَْیِھ  ِ َصلَّى هللاَّ َ اْألَْعَرِج َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َوَسلََّم قَاَل إِنَّ هللاَّ
َم اْلِخْنِزیَر َوثََمنَھُ  َم اْلَمْیتَةَ َوثََمنَھَا َوَحرَّ َم اْلَخْمَر َوثََمنَھَا َوَحرَّ 5َحرَّ
Artinya:
Mu'awiyah bin Shalih dari Abdul Wahhab bin Bukht dari Abu Az Zinad
dari Al A'raj dari Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami bahwa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah
telah mengharamkan khamar dan uang penjualannya, mengharamkan
bangkai serta uang hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan uang
hasil penjualannya." (HR. Abu Daud)
Penjualan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi sangat membantu
kebutuhan ibu rumah tangga untuk membiayai anak sekolah mulai dari tingkat
sekolah dasar, menengah  pertama, menengah atas bahkan sampai pada perguruan
tinggi negeri dan swasta. Apabila dilihat dari pemanfaatan hasil penjualan daun
ubi jalar untuk pakan ternak babi, memberikan nuansa kemaslahatan umat
manusia khususnya masyarakat di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 142.
5Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy as bin Ishāq al-Azdy al-Sijistāniy, Sunan Abu Daud,
Kitab : Jual beli/ Juz. 2/ No. (3485 ) , (Bairut-Libanon: Penerbit Darul Kutub Ilmiyah/ /1996 M), 586.
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Kota Palopo. Namun di sisi lain ada yang beranggapan bahwa usaha daun ubi
jalar diperjualbelikan untuk pakan ternak babi hukumnya haram karena
memberikan dukungan peningkatan produktifitas binatang ternak yang
diharamkan dalam agama Islam.
Mas}lah}ah bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan
guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan
kepentingan.6
Pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) tentang esensi maqa>si}d shari>ah adalah
maslahat bisa diketahui dari definisi yang diutarakan oleh al-Ghazali sebagai
bahwa maslahat adalah ungkapan yang asal maknanya adalah menarik
kemanfaatan atau menolak kesulitan. Namun bukan itu yang dikehendaki oleh al-
Ghazali (w. 505 H). Mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan
makhluk. Sementara kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan
mereka. Maslahat dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariat
(maqa>si}d al-shari>ah). Al-Ghazali mencetuskan bahwa maqa>si}d shari>ah tercermin
dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan
maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan
kelima dasar diatas, berarti mafsadah dan menolaknya, menghindarinya adalah
maslahat.7
6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai
Pustaka, Jakarta, 1996, Ed. Ke-3), 855.
7Lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghaza>li, Al-Mustasfa min Ilm al –
Usu>l, Jilid I, (Beyrut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 280-281.
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Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya al-mas}lah}ah
adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam usaha menjaga dan
memelihara maqa>si}d al-shari>ah (tujuan-tujuan syariat).8
Tujuan syariat yang dimaksud adalah memelihara agama, memelihara
jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan (kehormatan) dan harta. Oleh
karena itu kemaslahatan dunia yang dikehendaki seorang hambah Allah swt,
sepatutnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan abadi di akhirat. Melihat
usaha petani daun ubi jalar untuk pakan ternak babi yang dilakukan masyarakat
Kelurahan Pentojangan  Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dikategorikan al-
Mas}lah}ah al-Daru>riyyah yang memelihara keturunan dan harta.9
Memelihara keturunan merupakan masalah asasi (daru>riyah) bagi manusia
dalam usaha menjaga dan melestarikan kehidupan manusia di muka bumi, karena
tanpa harta manusia tidak akan hidup. Namun mencari harta harus sesuai koridor
yang termaktub dalam syariat Islam karena tujuan hidup bukan semata-mata untuk
kesejahteraan di dunia saja tetapi kesejahteraan atau keselamatan di akhirat juga
harus diperhatikan.
B. Batasan Masalah
Peneliti membatasi penulisan ini pada pembahasan mengenai:
1. Realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan
Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
8Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghaza>li, Al-Mustasfa min Ilm al –Usu>l,
Jilid I, 286.
9Muhammad Mawardi Djalaluddin., Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah dan Pembaharuan
Hukum Islam, (Kota Kembang Jogjakarta, Cet.I. 2009), 30.
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2. Penalaran filosofis dengan menggunakan metode istis}lahi dalam pemanfaatan
daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan
Telluwanua Kota Palopo.
3. Tinjauan maqa>si}d syari>ah dan sadd al-dzari>’ah terhadap jual beli daun ubi jalar
untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota
Palopo.
4. Analisis kemaslahatan terhadap pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak
babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, peneliti dapat
merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di
Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?
2. Bagaimana analisis maqa>si}d syari>ah dan sadd al-dzari>’ah dalam pemanfaatan
daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan
Telluwanua Kota Palopo?
D. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pembaca dan menghindari salah satu penafsiran
dalam tesis yang berjudul “Penalaran Filosofis dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar
untuk Pakan Ternak Babi: Studi Kasus di Kelurahan Pentojangan Kecamatan
Telluwanua Kota Palopo”, maka penulis memberikan penjelasan dan penegasan
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judul dengan maksud agar pembaca tidak memberikan pengertian lain dari apa
yang penulis pikirkan.
Adapun beberapa istilah yang memerlukan penjelasan dari peneliti dalam
tesis ini adalah sebagai berikut :
1. Penalaran filosofis yang dimaksud adalah penalaran filosofis hukum Islam
dengan corak penalaran istis}la>hi yaitu upaya penggalian hukum yang
bertumpu pada pinsip-pinsip kemaslahatn yang disimpulkan dari al-Qur’an dan
hadis.10 Metode dalam penalaran istis}la>hi adalah mas}lah}ah mursalah dan sadd al-
dzari’ah.
2. Maqa>si}d bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.11
Syariah berarti ajaran, aturan dan hukum Allah kepada hambahnya untuk
mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Maqa>si}d shari>ah berarti tujuan Allah
dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat
ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis
bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat
manusia.12
3. Sadd al-dzari>’ah adalah menutup atau menghalangi jalan atau wadah yang
dapat diduga membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan.13
10Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqa>si}d Al-Syari>ah menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1996), 133.
11Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2015), 32.
12Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, 233.
13Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqa>si}d Al-Syari>ah menurut Al-Syatibi, 150.
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4. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang
berguna.14
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak
babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
b. Untuk mengetahui analisis analisis maqa>si}d shari>ah dan sadd al-dzari>’ah
dalam pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan
Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :
1. Manfaat teoretis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan
nilai ilmiah bagi pengembangan ilmu khususnya di bidang hukum Islam. Selain
itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran secara teoritis bagaimana realitas
pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dan pertimbangan kemasalahatan
dari realitas tersebut.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap pertimbangan hukum pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi
14J. S. Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994), 858.
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sehingga dapat dijadikan salah satu dasar untuk mensosialisasikan kepada petani




A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dan
imitasi penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini mengungkapkan tema
penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan
diteliti dan melihat perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan
kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi.
Penyusunan karya ilmiah, membutuhkan adanya berbagai dukungan teori
dari berbagai sumber atau rujukan yang ada relevansi yang kuat dengan rencana
suatu penelitian yang akan dilakukan. Sumber literasi menurut peneliti yang
mempunyai relevansi yang kuat seperti tesis, buku-buku dan berbagai rujukan
yang terkait. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian
penulis, yaitu :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Musyahid Idrus dalam artikel jurnal
yang berjudul “Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam”. Hasil penelitian
diperoleh bahwa urgensi filosofis dalam penetapan hukum Islam sangat penting
karena dengan penalaran filosofis, maka makna empirik hukum Islam dapat
diaplikasikan dalam konteks kehidupan modern yang aktual dan cocok dengan
perkemabngan zaman. Sebagai sebuah penalaran rasional yang berdasarkan pada
wahyu, maka corak penalaran filosofis dalam hukum Islam terdiri atas dua, yaitu:
pertama, corak penalaran tahlili dengan menggunakan qiyas dan istihsa}n. Kedua,
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corak penalaran istis}lahi dengan menggunakan metode mas}lah}ah dan sadd al-
dzari>’ah.1
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa
penelitian ini merupakan grand theory yang digunakan dalam penelitian terhadap
pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi. Teori ini digunakan dalam
menangkap nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam nash dengan
mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat,
khususnya terhadap realitas pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi.
2. Rahmawati, Artikel dengan judul “Jual beli Pakan Babi dalam Hukum Islam”.
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak
babi dapat dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual
beli. Namun disisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau juga fasid, ini
dikarenakan dalam pemanfaatan daun ubi jalar tersebut tidak sesuai dengan ajaran
Islam yaitu untuk memberi makan pada ternak yang haram bagi umat Islam untuk
mengkomsumsi-nya. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut termasuk sadd al-
dzari>’ah. Sadd al-dzari>’ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju
kepada perbuatan yang dilarang. Sadd al-dzari>’ah (menutup perantara)
mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindar dari
kemafsadatan.2
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian
ini menekankan pada jual beli daun ubi sebagai pakan babi sedangkan penelitian
1Achmad Musyahid Idrus, Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam, Jurnal al-
Daulah, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
2Rahmawati, Jual Beli Pakan Babi dalam Hukum Islam, Jurnal Muamalah, Vol. V, No. 1,
2015.
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yang dilakukan lebih menekankan pada analisis kemaslahatan dalam pemanfaatan
daun ubi sebagai pakan babi sehingga memperoleh ketetapan hukum atas praktik
tersebut.
3. Ali Mutakin, dengan judul “Teori Maqa>si}d Al-Syari>ah dan Hubungannya
dengan Metode Istinbat} Hukum”. Hasil penelitian diperoleh bahwa kemaslahatan
sebagai inti dari maqa>si}d al-syari>ah, memiliki peranan penting dalam penentuan
hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan
demikian sesungguhnya maqa>si}d al-syari>ah memiliki hubungan yang sangat erat
dengan metode istinbath hukum, dengan kata lain bahwa setiap metode istinbath
hukum berdasar pada kemaslahatan. Adapun cara yang digunakan oleh para ulama
dalam menggali kemaslahatan tersebut ada dua macam yakni:
a. metode tahlili (metode analisis substantif) yang meliputi qiyas dan istihs}an.
b. metode istis}lahi (metode analisis kemaslahatan) yang meliputi al-mas}lah}ah
murs}alah dan al-dzari>’ah baik kategori sadd al-dzari>’ah maupun fath al-dzari>ah.3
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah
penelitian ini membahas lebih dalam teori maqa>si}d al-syari>ah sebagai metode
istinbat} hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode
analisis kemaslahatan yaitu maqa>si}d al-syari>ah dan sadd al-dzari>’ah dalam
menetapkan hukum terhadap praktik pemanfaatan daun ubi sebagai pakan babi.
Selain itu, penelitian Ali Mutakin lebih umum sebagai teori sedangkan penelitian
3Ali Mutakin, Teori Maqa>si}d Al-Syari>ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat}
Hukum, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, 2017.
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ini menggunakan teori sebagai pisau analisis terhadap pemanfaatan jual beli daun
ubi jalar untuk pakan babi.
B. Deskripsi Teori
1. Gambaran Umum Maqa>si}d Al-Syari>ah
a. Pengertian Maqa>si}d Al-Syari>ah
Maqa>si}d Al-Syari>ah secara etimologi terdiri dari dua kata yakni maqa>si}d
dan al-syari>’̀ah. Maqa>si}d bentuk plural dari ,مقصد,قصد,مقصد atau قصود yang
merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu dengan beragam makna
seperti menuju arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.
Makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata qashada dan
derivasinya dalam al-Qur’an. Sementara syariah secara etimologi bermakna
jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan
menuju sumber kehidupan.4 Sedangkan syariah menurut terminologi adalah jalan
yang ditetapkan Allah swt., yang membuat manusia harus mengarahkan
kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Allah agar hidupnya bahagia di dunia
dan di akhirat.
Menurut Manna al-Qathan yang dimaksud dengan syari>ah adalah segala
ketentuan Allah swt., yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang
menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Jadi, dari definisi di atas,
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan maqa>si}d al-syari>ah adalah
tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia.5
4Abd A’la, Figh Minoritas, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 53.
5Hasbi Umar, Nalar Fiqh, (Jakarta: Gaung Persada, 2007),  120.
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Dalam kehidupan sehari-hari ketika ulama menyebutkan kata syari>ah,
maka dapat dilihat bahwa kata tersebut mengandung dua arti: Pertama, seluruh
agama yang menyangkut aqidah, ibadah, adab, hukum, akhlak dan mu’amalah.
Dengan kata lain syari’at menyangkut ushul dan furuq, aqidah dan amal, serta
teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah. Allah, Nabi dan
Sam’iyat dan sebagaimana ia pun mencakup sisi lain sepeti ibadah, mu’amalah,
dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama aqidah, fiqih dan akhlak. Kedua,
sisi hukum amal di dalam agama seperti ibadah dan mu’amalah yang mencakup
hubungan dan ibadah kepada Allah swt. Serta, mencakup juga urusan keluarga
(al-Ahwal asy-Syahs}iyah), masyarakat, umat, negara, hukum dan hubungan luar
negeri.6
b. Pengertian maqa>s}id syari>’̀ah menurut para Ulama
1) Sayf al-Din Abu al-Hasan Ali bin Abi bin Muhammad al-Amidi
mendefinisikan maqa>s}id syari>’ah, tujuan syari’ah yang mendatangkan
kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya.7 Definisi ini
sangat umum, konsepsional dan abstrak sehingga belum bisa dibayangkan
bagaimana cara menentukannya.
2) Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan maqa>s}id syari>’ah sebagai tujuan-tujuan
yang dikehendaki oleh nash dari segala perintah, larangan, kebolehan dan yang
6Yusuf al Qadrawi, Fiqh Maqasid Syari.ah, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar,2007), 16.
7Sayf al-Dīn Abu al-Hasan ‘Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, Al-Ihkam fî Usūl
al-Ahkam, Vol. 3, (Beirut: Mu’assasah al-Nūr, 1388 H), 271.
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ingin direalisasikan oleh hukum-hukum juz’iyah dalam kehidupan orang-orang
mukallaf, baik secara personal, keluarga, kelompok dan umat secara keseluruhan.8
3) Al-‘iz bin ‘Abd al-Salam mengungkapkan bahwa maqas}id al-syari>’̀ah adalah
mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Barang siapa yang berpandangan
seperti itu tentang definisi maqas}id al-syari>’̀ah, maka dalam dirinya terdapat
keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu
permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada  di
dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada
ijma’, nas}, dan qiya>s yang khusus.9
4) Thahir Ibn ‘Asyur beliau berpendapat bahwa maqa>s}id al-syari>’̀ah sabagai
disiplin keilmuan yang mandiri. Semua hukum syariah tentu mengandung maksud
dari syari’, yaitu hikmah, kemaslahatan dan manfaaat. Tujuan umum syariah
adalah menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup mereka.
Ibn ‘Asyur lebih lanjut mendefinisikan maqa>s}id syari>’̀ah sebagai berikut: Makna-
makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari’ dalam
setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis
hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum
dan makna syariah yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya
8Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Maqāsid al-sharī’ah, 17.
9Al-‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Sala>m, Qawa>id al-Ah}ka>m, Vol. 2, (Beirut : al-Kulliyat al-
Azhariyah, 1986), 160.
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makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga
dalam banyak bentuk hukum. 10
Definisi Ibn Asyur ini sudah mulai masuk pada wilayah yang lebih
kongkret dan operasional. Sebagai penegasnya, beliau juga menyatakan bahwa
maqa>s}id al-syari>’̀ah bisa saja bersifat umum yang meliputi keseluruhan al-syari>’̀ah
yang khusus seperti maqa>s}id al-syari>’̀ah yang khusus dalam bab-bab muamalah.
Dalam konteks ini maqa>s}id al-syari>’̀ah diartikan sebagai kondisi-kondisi yang
dikehendaki oleh syara’ untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia
atau untuk menjaga kemaslahatan umum dengan memberikan ketentuan hukum
dalam perbuatan-perbuatan mereka yang mengandung hikmah.11
5) Abu Ishak Asy-Syatibi adalah tokoh yang dikukuhkan sabagai pendiri ilmu
maqa>s}id al-syari`ah. Beliau menyatakan bahwa beban-beban syari>’̀ah kembali
pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Istilah maqa>s}id al-syari>’̀ah yang
tertuang dalam karyanya Muwaffaqat bahwa sesungguhnya syariat itu
diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan
kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.12
Maqa>s}id syari>’̀ah berarti tujuan Allah swt dan Rasul-Nya dalam
merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat
10Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin Āsyūr, Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah, (Cet. 2 tahkik
Muhammad aṭ-Ṭāhir alMisāwiy; Jordania: Dār an-Nafā `is, 1421H/2001), 251.
11Muhammad aṭ-Ṭāhir Bin Āsyūr, Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah, 380-383.
12Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwa>ffaqat Fi Us}u>l Al-Syari>’ah, Juz 1, (Beirut: Da>r Al-
Ma rifah, 1975), 88.
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al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum
yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.13
Maqa>s}id Syari>’̀ah terdiri dari dua kata yaitu maqa>s}id dan al-Syari>’̀ah
yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun
ilaih. Maqa>s}id adalah jamak dari kata maqs}ad yang berarti maksud dan tujuan.
Kata syari>’ah yang sejatinya berarti hukum Allah swt, baik yang ditetapkan
sendiri oleh Allah swt, maupun ditetapkan Nabi Muhammad saw sebagai
penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid
berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang
dihubungkan kepada kata syari>’at itu adalah kata “maksud”, maka kata syari>’̀ah
berarti pembuat hukum atau syar’i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian,
kata maqa>s}id al-syari>’̀ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah swt. dalam
menetapkan hukum, apa yang ditnjuk Allah dalam menetapkan hukum atau apa
yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.
Kajian ilmu ushul fiqih ditemukan pula kata al-hikmah (bukan hikmah
yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan tujuan yang dimaksud Allah
dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, maqa>s}id al-syari>’̀ah itu
mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.14
c. Sumber dan Dasar Maqa>s}id Syari>’̀ah
Al-Qur’an diturunkan dengan berbagai macam maqa>s}id (tujuan pokok)
sebagai pedoman bagi manusia sehingga dapat mejalankan kehidupan sesuai
13Satria Efendi, Ushul Fiqh, Ed.I, (Cet.6,;Jakarta:Prenadamedia Group, 2005), 233.
14Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008),  231.
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dengan tuntunan Allah. Salah satu tujuan diturunkannya al-Qur’an, adalah
sebagai petunjuk, penjelas, kabar gembira dan peringatan.
Tujuan al-Qur’an diturunkan, dapat dilihat pendapat beberapa pakar
sebagai berikut: Badi>’ al-Zama>n Sa’i>d Nursi > berpendapat bahwa al-Qur’an
diturunkan dengan empat tujuan pokok; ketauhidan, kenabian, hari kebangkitan,
dan keadilan. Sedangkan menurut Abu> Ha>mid al-Ghaza>li > dalam tafsirnya jauhar
al-Qur’an, tujuan diturunkan al-Qur’an adalah menyeru hamba menuju Tuhannya
yang Maha Esa. Sedangkan menurut Ibnu ‘Ashu>r, tujuan al-Qur’an dibagi
menjadi dua bagian; pertama maqa>s}id al-a’la>, yaitu perbaikan individu, sosial dan
kemakmuran. Kedua, maqa>s}id al-as}liyah (tujuan pokok al-Qur’an). Tujuan ini
ada delapan jenis, yaitu pertama, mereformasi akidah dan mengajarkan akidah
yang benar. Kedua, mendidik akhlak. Ketiga menetapkan hukum syariat.
Keempat, mengatur kehidupan umat (masyarakat) dan memelihara sistemnya.
Kelima, menyampaikan kisah-kisah dan informasi umat-umat terdahulu.
Keenam, mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan ketika al-Qur’an diturunkan.
Ketujuh, nasihat, peringatan, dan kabar gembira. Kedelapan, kemukjizatan al-
Qur’an.15
Dalam al-Qur’an kata maqa>s}id dan padanannya digunakan sebanyak enam
kali dan masing-masing terdapat pada ayat-ayat yang berbeda. Pertama, kata
مقتصد yang artinya moderat, adil, dan tengah-tengah. Kata ini terdapat pada surah
Fa>t}ir ayat 32 dan surah Luqma>n ayat 32. Kedua, kata مقتصدة artinya sama dengan
15Moh. Bakir, Konsep Maqās{id Al-Qur’an Perspektif Badi<’ Al-Zama<n Sa’i>d Nursi> :
Upaya Memahami Makna Al-Qur’an Sesuai dengan Tujuannya, Jurnal EL-FURQONIA, Vol. 01,
No. 01, Agustus 2015, 49.
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kata مقتصد hanya saja yang kedua ini bentuknya mu’annas. Kata ini terdapat pada
surah al-Ma>idah ayat 66. Ketiga, kata Menurut Ibnu Manz}u>r kata ini .قصد
memiliki arti jalan lurus. Kata ini terdapat pada surah al-Nahl ayat 9. Keempat,
kata .قاصدا Kata ini berarti dekat dan mudah ditempuh. Menurut Ibnu ‘Ar kata
tersebut bermakna tengah- tengah. Ini terdapat pada surah al-Taubah ayat 42.
Kelima, اقصد dengan bentuk perintah. Menurut al-Qurt}u>bi>, kata ini bermakna
adil, seimbang dan sederhana, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat.
Kata ini terdapat pada surah Luqma>n ayat 19.16
Allah swt., berfirman dalam surah Luqma>n (31) : 19 sebagai berikut:
               
Terjemahnya:
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. 17
Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi makna kata tersebut
sama, yaitu mengajarkan untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, adil, dan tidak
melampaui batas atau bersikap moderat diantara dua urusan.
d. Kedudukan dan Fungsi Maqa>s}id Syari>’̀ah
Adapun yang menjadi kedudukan dan fungsi maqa>s}id syari>’̀ah ada 3, yaitu
1) Bisa memahami nash sumber hukum (beserta hukumnya) secara
konfrehensif.
16Moh. Bakir, Konsep Maqās{id Al-Qur’an Perspektif Badi< Al-Zama<n Sa’i>d Nursi>: Upaya
Memahami Makna Al-Qur’an Sesuai dengan Tujuannya,51-52.
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 412.
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2) Bisa menjadikan maqa>s}id syari>’̀ah sebagai salah satu standar (murajjihat)
untuk mentarjih salah satu pendapat fuqaha.
3) Memahami ma’alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan manusia dan
mengaitkannya dengan setiap fatwa.18
e. Metode Mengetahui Maqa>s}id Syari>’̀ah
Adapun metode yang digunakan untuk mengetahui Maqa>s}id Syari>’̀ah
adalah sebagai berikut :
1) Langkah pertama  yang harus ditempuh  serangkaian dengan penggunaan
maqa>s}id al -syari>’̀ah sebagai  aspek  pertimbangan,  landasan,  dan  pendekatan
perumusan hukum,  adalah  mendeteksi  dan  mengetahui (al- ma’rifah)
eksistensi maqa>s}id syari>’̀ah itu  sendiri.  Hal  ini  sangat  penting  untuk
meminimalisir penetapan maqa>s}id al-syariah  secara liar  berdasarkan  klaim-
klaim  spekulatif dan tidak berdasar sebagai basis ijtihad.19
2) Kemudian maqa>s}id al syari>’̀ah dapat diketahui dari keterangan-keterangan al-
Qur’an, as-Sunnah, dan al –Ijma.20 Terkait dengan kajian al-Qur’an, yang sangat
dibutuhkan dalam mendeteksi dan memahami maqa>s}id al syari>’̀ah adalah
penghayatan hikmah ayat-ayat suci (tadabbur) serta pendalaman melalui kitab-
kitab tafsir al–Qur’an yang mu’tabar.  Demikian  halnya  untuk  mengetahuinya
lewat as-sunnah,  dengan mengkaji  lebih  dalam  kitab-kitab  hadits  sahih,
18Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 237.
19Muhammad Baki Ismail Habib, Maqasid Asy Syariaah Ta’shilan wa Taflan, (Makkah
:Rabithal al-Alam al Islami, 2003),  36-37.
20Abu Hamid al Ghazali, Mustashfa Min Ilmi al Ushul. (Madinah: Al-Jami’ah al
Islamiyah al Madinah al Munawarah, 1413),  502.
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kitab-kitab  sunan, masanid, jawami’, dan syarah-syarah hadits yang diakui
kualitasnya.
Lebih  lanjut,  Izzuddin  bin  Abdissalam  membedakan  pendekatan
dalam mendeteksi dan memahami maqasid al-syari>’̀ah berdasarkan objek
kajiannya. Untuk  mendeteksi  dan  memahami  maqasid  (maslahat dan
mafsadat)  yang bersifat diniyah,  tidak  ada  jalan  lain  untuk  mewujudkannya
kecuali  melalui keterangan-keterangan normatif (naqli) baik dari al-Qur’an, as
Sunnah, al Ijma, al Qiyas al Mu’tabar, dan al Istidlal al Sahih.21 Sementara untuk
maslahat yang bersifat duniawiyah, pendekatannya boleh berdasarkan dalil logika
(aqli)  dan  optimalisasi  penggunaan  nalar  dan  rasio  yang  benar  melalui
serangkaian  eksperimen,  kebiasaan  empirik,  kumpulan  hipotesa,  dll.
Berdasarkan rincian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara
untuk mendeteksi dan memahami maqa>s}id al syari>’̀ah, yaitu dengan pendekatan
normatif (berdasarkan  keterangan  al-Qur’an,  al-Sunnah,  dan  al- Ijma)  dan
pendekatan  logis  rasional  (dengan  memaksimalkan  nalar  berdasarkan  kaidah
berfikir yang benar).
Tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang shahih yang terdapat
dalam hukum yang ditetapkan dalam nash syara’ untuk disaring menjadi illat
hukum melalui petunjuk masaikul illah, sedangkan tujuan akhir dari tujuan
awalnya adalah ta’lil al-ahkam yang artinya mencari dan mengetahui illat hukum.
21Abdissalam bin Izzuddin, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Damaskus : Dar al
Qalam, 2000). 13.
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Adapun tujuan mengetahui illat hukum antara lain ;
1) Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya
terdapat illat hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara
menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula illat hukum
tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan qiyas. Inilah yang disetujui
oleh mayoritas ulama’ dan berlaku dalam illat yang punya daya jangkau atau illat
muta’addiyah.
2) Untuk memantapkan diri dalam beramal. Berlaku pada illat yang tidak punya
daya rentang (illat al-qashirah). Seseorang akan mantap dalam melakukan
perintah shalat waktu dia tahu bahwa shalat itu dzikir, sedangkan dzikir adalah
menenangkan jiwa. Bentuk seperti ini diterima oleh para ulama.
3) Untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan illat untuk suatu hukum
dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu illat itu tidak terdapat
pada kasus tersebut. Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak
tangan yang ditetapkan melalui hadis Nabi. Namun di dalam hadis Nabi tidak
disebutkan alasan atau illatnya. Ada ulama yang mencari-cari illat-nya, yaitu
“untuk membedakan perempuan merdeka dengan sahaya”. Jika itu illat-nya tentu
waktu ini yang sudah tidak ada perbudakan, maka tidak relevan lagi batas aurat
yang disebutkan dalam hadis Nabi itu.
Contoh lain seseorang ulama kontemporer menetapkan waktu ini tidak
perlu lagi melihat bulan untuk mengetahui awal puasa atau hari raya idul fitri,
meskipun ada perintah yang lebih jelas oleh Nabi untuk melakukan rukyat. Alasan
yang dikemukakan adalah umat pada waktu Nabi Muhammad saw tidak mampu
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melakukan hisab, sedangkan sekarang keadaan itu tidak ada lagi. Tujuan mencari
illat akal-akalan seperti ini tampaknya belum berkenan di hati mayoritas ulama.22
f. Metode Penetapan Maqa>s}id Al Syari>’̀ah
Metode  penetapan  (thuruq  al-itsbat) maqa>s}id al-syari>’̀ah,  pada
hakikatnya  merupakan  penjelasan  teknis  dan  opersionalisasi  lanjutan  dari
cara menyingkap  (t}uruq  al-ma’rifah) maqa>s}id al syari>’̀ah.  Ulama  berbeda-
beda dalam rumusan metodologi penetapan maqa>s}id syari>’̀ah. Perbedaan ini ada
yang bersifat perbedaan substantsi kebahasaan, dan ada berupa perbedaan
terminologi.
Rumusan  para  pakar mengenai t}uru>q  al-itsba>t  li  al-maqa>s}id al-
syari>’̀ah dapat ditempuh melalui empat metode, yaitu: 23
1) Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida’i at tasrihi
Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya
melihat  ungkapan  eksplisit  perintah  dan  larangan  dalam  nash,  yang eksistensi
kedua unsur tersebut ada secara mandiri (ibtidai). Sebagaimana dipahami,  suatu
perintah  menuntut  ditunaikannya  perbuatan  yang diperintahkan, sementara
suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya
perbuatan yang dikehendaki perintah syari’at, atau tercegahnya perkara yang
dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan  kehendak  Allah  swt
(maqshud  asy  syari’).  Bila  yang  terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara
22Abdissalam bin Izzuddin, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 246-247.
23Abu Ishaq al Syathibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah, (Mesir: Maktabah al
Tijariyah al Kubra), 393.
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yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara  yang  dilarang justru tetap
dilaksanakan juga,  maka  hal  itu dianggap menyelisihi maqa>s}id syariah.
Penetapan  dengan  cara  ini  bisa  dikategorikan sebagai  penetapan
berdasarkan  literal  nash,  yang  dibingkai  dengan pemahaman  umum  bahwa
dalam  perintah  syari’at  pasti  terdapat  unsur maslahat dan dalam setiap larangan
pasti ada unsur mafsadat.
Sekalipun  demikian,  bila  menilik  redaksi  yang  diungkap  oleh Imam
Syatibi, terindikasi dua syarat operasional yang dikemukakan, yaitu:
a) Perintah  dan  larangan  itu  diungkapkan  secara  eksplisit  dan mandiri
(ibtidai)  berdasarkan  syarat  ini,  maka  perintah  yang  sifatnya penguat saja
tidak bisa digunakan dalam metode ini. Misalnya, larangan jual beli dalam firman
Allah swt., dalam Q.S. al- Jumu’ah (62): 9 sebagai berikut:
                  
           
Terjemahnya :
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at,
Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual
beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.24
Ayat ini bukan merupakan larangan jual beli secara murni dan mandiri
(ibtida’i), melainkan sebatas larangan untuk menguatkan perintah as  sa’yu ila
adz dzikr (bersegera untuk melaksanakan shalat jum’at).
24Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), 809.
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b) Perintah  dan  larangan  itu  harus  diungkapkan  secara eksplisit  (sarih).
Dengan  adanya syarat  ini,  maka  perintah  dan  larangan yang bersifat dhimni,
atau yang dipahami dari mafhum an nushush (seperti mafhum  muwa>faqah dan
muk}a>lafah, dll),  maupun  yang  dipahami  dari kaidah-kaidah fiqih (seperti ma la
yatimm al wajib illa bihi fa huwa wajib, atau alarm bi asy syai’ nahyun an d}iddih,
dll), tidak bisa digunakan untuk menetapkan maqa>s}id al-syari>’̀ah berdasarkan
pendekatan ini.
2) Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan .
Metode  ini  pada  hakikatnya  masih  memiliki  keterkaitan  erat dengan
metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan illat di balik  perintah
dan  larangan.  Pada tataran  ini,  penetapan  maqasid berangkat dari pertanyaan-
pertanyaan mendasar tentang ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa
perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al
Syatibi tidak menjadikan illat sebagai maqa>s}id itu sendiri, melainkan sebatas
alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada maqa>s}id. Adapun yang dijadikan
maqa>s}id adalah konsekunsi  ideal  dari  illat (muqtadha  al  ilal) dari  sisi
terlaksananya perbuatan  yang  diperintahkan  dan  tercegahnya perkara  yang
dilarang.25
Illat dibedakan menjadi dua, yaitu illat yang diketahui (ma’lumah) dan
illat yang tidak diketahui (ghairu  ma’lumah). Illat  ma’lumah, wajib untuk diikuti
oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan kaidah-kaidah
masalik al illat yang banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Adapun illat ghairu
25Abdissalam bin Izzuddin, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, 118.
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ma’lumah, sikap yang wajib diambil adalah tawaqquf, serta tidak secara gegabah
dan spekulatif memutlakkan klaim bahwa yang dikehendaki Allah swt adalah
begini dan begitu.
Sebab dipilihnya sikap tawaqquf terhadap illat  ghairu  ma’lumah karena
dua  hal,  yaitu:  Pertama, tawaqquf karena  ketiadaan  dalil  yang menunjukkan
illat dalam nash. Kedua, tawaqquf karena sekalipun ada illat yang manshush,
tetapi bisa jadi bukan merupakan maqs}ud asy-sya>ri.’26
3) Memperhatikan semua maqa>s}id turunan (at tabi’ah)
Semua  ketetapan syari’at,  ibadah  maupun  mu’amalah,  memiliki
tujuan yang bersifat pokok (maqshud al ashli) dan yang bersifat turunan (maqa>s}id
at tabi’ah).  Dalam  syari’at  nikah  misalnya,  yang  menjadi maqshud al ashli
adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (at tanasul).  Sementara
setelahnya,  terdapat  beberapa maqa>s}id turunan (tabi’ah) seperti mendapatkan
ketenangan (as sakinah), tolong-menolong dalam  kemaslahatan  duniawi  dan
ukhrawi,  penyaluran  hasrat  biologis manusiawi (al istimta’) secara halal,
membentengi diri dari terpaan fitnah, dll,  semua  itu  merupakan  akumulasi  dari
maqa>s}id at  tabi’ah dalam syari’at nikah.
Dari semua maqa>s}id itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh
nash  (manshush),  ada  yang  sebatas  isyarat  yang  mengindikasikan kepada
maqa>s}id , dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil  lain atau disimpulkan
berdasarkan penelusuran secara induktif (maslak al istiqra’) dari nash-nash yang
ada. Maka keberadaan semua maqa>s}id yang bersifat turunan ini dianggap
26Abu Ishaq al -Syathibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Syariah, 394-395.
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sebagai kehendak Allah (maqs}ud  asy syari’) yang berfungsi untuk menguatkan
dan menetapkan eksistensi maqs}ud al as}li. Bahkan  lebih  jauh,  semua  maslahat
yang  muncul  secara  empirik  dari syari’at  nikah sekalipun  tidak  manshush,
diposisikan  sebagai  penguat terhadap maqshud ashli. Dengan demikian, semua
hal yang bertentangan terhadap semua maqa>s}id baik ashli maupun tabi’ah, baik
maslahat yang manshush maupun maslahat yang empirik, dianggap menyelisihi
maqs}ud asysya>ri’.
4) Tidak adanya keterangan syar’i (suku>t asy-syari’)
Maksud dalam bahasan  ini  adalah  tidak  adanya keterangan nash
mengenai  sebab  hukum  atau  disyari’atkannya  suatu  perkara,  baik  yang
memiliki dimensi ubudiyah maupun mu’amalah, padahal terdapat indikasi yang
memungkinkan  terjadinya  perkara  tersebut  pada  tataran  empirik.
Secara  rinci,  cakupan  perkara  yang  tidak  ada  keterangan  syar’i  ini
dipetakan pada dua jenis yaitu:
a) Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan tasyri’ untuk
menjelaskannya.  Persoalan  yang  masuk  dalam  kategori  ini  adalah  semua
persoalan  baru  yang  muncul  (an-nazilah)  setelah  wafatnya Rasulullah. Karena
pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa tasyri’ ketika  Rasulullah  saw
masih  hidup  (seperti  kodifikasi  al-Qur’an, pembukuan ilmu pengetahuan, dll).
Terkait dengan hal ini, upaya  mengetahui  dan  menetapkan maqa>s}id -nya
adalah  dengan mengembalikan  furu’  kepada  ushul  yang  relevan,  atau dengan
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menelusuri  nash-nash  yang  memiliki  keterkaitan  dan menyimpulkannya  secara
induktif  atau al-istiqra’.27
b) Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa tasyri’, tetapi tidak ada
keterangan syari’at terhadapnya.
Permasalahan  ini terkait  dengan  hal berdimensi ubudiyah. Dalam hal
ini, persoalannya dipetakan kepada tiga bagian28.
(1) Mengerjakan  sesuatu  yang  tidak  ada  keterangan  syari’at terhadap  status
pelaksanaannya,  atau  meninggalkan  sesuatu yang  diizinkan  oleh  syari’at.
Seperti  sujud  syukur,  do’a berjama’ah setelah shalat, berkumpul untuk berdo’a
ba’da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak wuquf di arafah, dll.
(2) Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari’at terhadap izin
pelaksanaannya,  atau  meninggalkan  sesuatu  yang  diizinkan syari’at.  Misalnya,
berpuasa  sambil  menahan  diri  dari berbicara,  atau riyad}ah  nafsiyah dengan
meninggalkan makanan halal tertentu.
(3) Melakukan  sesuatu  yang  tidak  ada  keterangan  syari’at,  tetapi hal  itu
menyelisihi  ketetapan  syari’at  yang  lain.  Misalnya, mewajibkan  berpuasa dua
bulan  berturut-turut  dalam  kafarat dzihar, bagi orang yang mampu
memerdekakan budak.  Menyikapi ketiga perkara ini, al Syathibi menggolongkan
perkara yang ketiga ke  dalam bentuk menyelisihi ketetapan nash syari’at dan
termasuk dalam kategori bid’ah qabihah.29
27 Abu Ishaq al Syatibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah, 409-410.
28Abu Ishaq al Syathibi. Al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah, 411.
29 Abu Ishaq al Syathibi. Al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah, 411.
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Abu Ishaq al-Syathibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan
syari’at  tidak  secara  otomatis melaksanakannya dihukumi  bertentangan  dengan
syari’at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah
mendeteksi dimensi  maslahat  dan  mudharat  di  dalamnya.  Bila terindikasi
adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi
mudharat di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik
operasional yang digunakan dalam  menyikapi  persoalan  seperti  ini  adalah
pendekatan al-mas}lahah al-murs}alah30 yakni teknik pendekatan yang
menghasilkan kebaikan dan manfaat.
g. Tujuan Penetapan Maqa>sid Syari>’ah
Adapun yang menjadi tujuan dari Allah swt dalam menetapkan hukum itu
adalah al-mas}lahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada
ummat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya
menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqa>s}id syari>’̀ah itu
adalah mas}lahah itu sendiri atau maqa>s}id syari>’̀ah adalah mas}lahah.
Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu
dapat dilihat dalam firman Allah dalam al-Qur’an Q.S. Al-Anbiyaa’ (21): 107
sebagai berikut:
         
Terjemahnya:
Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.31
30Abu Ishaq al Syathibi. Al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah, 412.
31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 461.
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Al-mas}lahah secara etimologi berarti suatu yang baik, dirasakan lezat, oleh
karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal
yang sehat. Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan mas}lahat itu dengan
sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam memberikan definisi kepada kata
maslahah itu terdapat rumusan yang berbeda. Semula Imam Ghazali
mengartikan al-mas}lahat جلب منفعة او دفع مضرةفھي عبارة في االصل عن (menurut
asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudlarat). Atau secara
ringkas جلب منفعة او دفع مضرة (apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak
kemudlaratan). Arti yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh Imam
Ghazali. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat”
itu merupakan maksud atas keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan
mashlahat itu adalah maksud dari Allah swt yang membuat hukum, maka al-
Ghazali membuat rumusan baru yaitu المحافظة على مقصودة الشرع (memelihara
tujuan syara’), sedangkan tujuan syara’ sehubungan dengan hambanya adalah
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang
populer dengan sebutan الصول الخمسةا (prinsip yang lima).32
Prinsip lima (االصول الخمسة), adalah sebagai berikut :
1) Memelihara agama (حفظ الدین)
Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah
kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama
dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama
32Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 231-233.
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atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya
untuk masuk Islam.
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat sesuai Firman Allah dalam Q.S.
Al-Baqarah (2):256 sebagai berikut:
             
                   

Terjemahnya:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa
yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.33
Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah
kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan
bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa
untuk masuk agama Islam”.
Asbabun Nuzul ayat ini, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang
menceritakan bahwa ada seorang wanita yang sedikit keturunannya, dia
bersumpah kepada dirinya, bahwa bila ia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya
sebagai seorang Yahudi (hal ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an  dan Terjemahnya, 53.
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pada masa jahiliyyah), lalu ketika muncul bani Nadzir, diantara mereka terdapat
keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak-bapak mereka berkata, “Kami tidak
akan membiarkan anak-anak kami”; mereka tidak akan membiarkan anak-anak
mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini, yang
terjemahnya “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”.
Meski ada usaha memaksa dari pihak orangtua yang menjaga anak-anak
mereka agar tidak mengikuti musuh yang memerangi mereka, yang berbeda
agama dan berbeda kaum, dan meski ada keadaan khusus yang dihadapi anak-
anak atau keturunan mereka, yahudi adalah minoritas. Dan meski arus fanatik dan
penindasan kepada orang yang berbeda madzhab mendominasi dunia saat itu,
terlebih yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam madzhab pemerintahan
Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya, antara masuk kristen atau
dibunuh), akan tetapi ketika madzhab al-Malkani kuat, penyembelihan dilakukan
atas perang-orang nasrani dari golongan Yaqubian dan yang lainnya, yang tidak
mau masuk dan mengikuti agamanya.
Manusia sebagai makhluk Allah swt harus percaya kepada Allah yang
menciptakannya, menjaga, dan mengukur kehidupannya. Agama itu merupakan
hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua
cara, pertama: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas
keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih
sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang
mashlahat.34 Oleh karena itu ditemukan dalam al-Qur’an suruhan Allah untuk
34 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 233.
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mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka jalbu
manfa’atin, diantaranya sesuai Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Hujuraat (49):15
                    
            
Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak
ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka
pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.35
Disamping itu, terdapat ayat-ayat yang melarang segala usaha yang
menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka dhaf’u madharratin. Allah
menyuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama, Firman Allah dalam
Q.S. At-Taubah (9):29 sebagai berikut:
                  
                
      
Terjemahnya:
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama
yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab
35Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 745-746.
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kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang
mereka dalam Keadaan tunduk.36
Sedangkan terhadap orang-orang yang mengganti agamanya (murtad),
akan diancam sesuai Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2):217 sebagai
berikut:
               
        
             
             
                   
     
Terjemahnya:
Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.
Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi
masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih
besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya)
daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu
sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada
kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di
antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka
Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.37
36Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 258.
37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 42.
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Untuk orang-orang non-muslim, Islam menjaga tempat peribadatan
mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan al-Qur’an menjadikan salah
satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan
beribadah.
2) Memelihara jiwa (حفظ الناس)
Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di
dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan
ditingkatkan kualitasnya dalam rangka Jalbu manfaatin.38
Dasarnya sesuai Firman Allah swt  dalam Q.S. At-Tahrim (66):6
                     
               
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.39
Terdapat larangan-larangan dalam rangka daf’ul mafsadat, diantaranya:
a) Larangan merusak dirinya sendiri, sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-
Baqarah (2):195
38Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta Kencana Prenadamedia Group, 2008), 235.
39 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 820.
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                
    
Terjemahnya:
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,
karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.40
b) Larangan pembunuhan
Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa mereka,
merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh, atau melukai semacamnya
sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-An’am (6):15
             
Terjemahnya:
Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari
kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku."41
Dalam rangka menguatkan larangan ini Allah menetapkan ancaman
akhirat sesuai Firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa’(4):93
                  
       
Terjemahnya:
Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
40 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 37.
41 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  173.
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kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya.42
c) Larangan Aborsi
Islam memberikan hak kehidupan kepada jiwa tersebut perlindungan
kepada manusia, meskipun masih berbentuk janin, dan mengharamkan aborsi
(setelah ada tanda kehidupan pada si janin), kecuali bila ada faktor yang benar-
benar mengharuskan digugurkannya si janin seperti apabila dikhawatirkan sang
ibu akan meninggal atau karena sebab lain. Pengguguran menjadikan seseorang
wajib membayar diyat si janin.
Alasan pengharaman aborsi adalah apabila tindak aborsi dilakukan setelah
janin berusia seratus dua puluh hari maka tindakan ini sudah disebut sebagai
pembunuhan terhadap satu nyawa, dan hal ini haram hukumnya. Sedangkan batas
waktu seratus dua puluh hari yang diambil adalah berdasarkan sabda Rasulullah
saw., yang artinya bahwa:
Sesungguhnya penciptaan setiap kalian dikumpulkan dalam perut ibunya
selama empat puluh hari berupa nuthfah (air mani), kemudian dalam masa
dua kali empat puluh hari menjadi ‘alaqah (segumpal darah), kemudia
dalam masa tiga kali empat puluh hari menjadi mudhghah (segumpal
daging), lalu ditiuplah ruh kedalamnya, dan (malaikat pun) diperintahkan
empat kata: menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan tercatat sebagai
orang yang celaka atau orang yang beruntung. Maka demi dzat Yang tiada
Tuhan selain-Nya, sesungguhnya setiap kalian akan melakukan amalan
penghuni surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya satu dzira’
(ukuran panjang dari siku sampai ujung jari; kurang lebih 18 inci), lalu
catatan amal (takdir) mendahuluinya, dia pun mengerjakan amalan
penghuni neraka, dan akhirnya dia masuk neraka. Dan sungguh setiap
kalian akan melakukan amalan penghuni neraka hingga jarak antara
dirinya dan neraka hanya satu dzira’, lalu catatan amal (takdir)
mendahuluinya, dia pun mengerjakan amalan penghuni surga, dan
akhirnya masuk surga. (HR. Muslim)
42Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 122.
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‘Alaqah adalah darah beku; ‘Alaq adalah dara segar yang menggumpal;
darah yang sangat merah yang dengan perantara plasenta menempel di dinding
rahim dalam masa empat puluh hari, yang kemudian akan berubah
menjadi mudhghoh. Mudhghoh adalah potongan daging seukuran dua kali
kunyah.43
3) Memelihara Akal (حفظ العقل)
Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia
karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah
lainnya.44 Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya
mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal,
surat perintah dari Allah swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak
menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna,
mulia, dan berbeda dengan makhluk lannya. Jika dilihat dari sisi Jalbu
manfa’ah (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar sesuai Firman
Allah swt. dalam Q.S. Al-Muja>dalah (58):11
                   
              
            
Terjemahnya:
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
43Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqa>s}id Syariah, (Jakarta Amsah, TT), 32-33.
44Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 236.
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kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.45
Nabi Muhammad saw. bersabda menuntut ilmu itu adalah kewajiban
setiap laki-laki dan perempuan, disambung dengan sabda Nabi tuntutlah ilmu
dari ayunan sampai liang kubur.
Sedangkan jika dilihat dari sisi daf’u madharrah, Allah swt. melarang
segala usaha yang menyebabkan kerusukan dan menurunnya fungsi akal,
seperti; meminum-minuman yang memabukkan.
Larangan meminum khamar sesuai Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-
Ma>’idah (5): 90 sebagai berikut:
                     
        
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan.46
Ancaman di dunia terhadap minum khamar di tetapkan melalui Hadist
Nabi yaitu 40 kali dera dan kemudian ditambah oleh Umar menjadi 80 kali dera.
45Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 793.
46Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  163.
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4) Memelihara Keturunan (حفظ النسل)
Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup,
yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun
yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia
dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang
dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka Jalbu
manfa’at yakni melakukan perkawinan. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S.
An-Nuur (24):32
                    
           
Terjemahnya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.47
Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi saw., sebagai berikut:
ثَنِي إِْبَراِھیُم َعْن  ثَنَا اْألَْعَمُش قَاَل َحدَّ ثَنَا أَبِي َحدَّ ثَنَا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن إِنَّ  ِ فَلَقِیَھُ ُعْثَماُن بِِمنًى فَقَاَل یَا أَبَا َعْبِد الرَّ َعْلقََمةَ قَاَل ُكْنُت َمَع َعْبِد هللاَّ
ْحَمِن فِي أَْن لِي إِلَْیَك َحاَجةً فََخلََوا فَقَ  اَل ُعْثَماُن ھَْل لََك یَا أَبَا َعْبِد الرَّ
ِ أَْن لَْیَس لَھُ َحاَجةٌ  ا َرأَى َعْبُد هللاَّ ُرَك َما ُكْنَت تَْعھَُد فَلَمَّ َجَك بِْكًرا تَُذكِّ نَُزوِّ
أََما لَئِْن قُْلَت َذلَِك إِلَى ھََذا أََشاَر إِلَيَّ فَقَاَل یَا َعْلقََمةُ فَاْنتَھَْیُت إِلَْیِھ َوھَُو یَقُولُ 
47Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 494.
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بَاِب َمْن اْستَطَاَع ِمْنُكْم  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَا َمْعَشَر الشَّ لَقَْد قَاَل لَنَا النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ
ْوِم فَإِنَّھُ لَھُ ِوَجاٌء. ْج َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ 48اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ
Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan
kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia
berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata;
Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina.
Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki
hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya,
"Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang
gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika
Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi
isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera
menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka
sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada
kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai
kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum
mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan
gejolaknya.” (HR. Bukhari)
Hadis lain juga disebutkan bahwa Nabi saw., bersabda:
ثـََنا ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َأْخبَـرَنَا ُمْسَتِلُم ْبُن َسِعيٍد اْبَن ُأْخِت َمْنُصوِر َحدَّ َأْمحَُد ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َحدَّ
ْبِن زَاَذاَن َعْن َمْنُصوٍر يـَْعِين اْبَن زَاَذاَن َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قـُرََّة َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر قَاَل َجاَء 
نَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِإينِّ َأَصْبُت اْمرَأًَة َذاَت َحَسٍب َوَمجَاٍل َوِإنـََّها َال َرُجٌل ِإَىل ال
فَِإينِّ ُدوَد اْلَولُودَ تَِلُد أََفأَتـََزوَُّجَها قَاَل َال ُمثَّ أَتَاُه الثَّانَِيَة فـَنَـَهاُه ُمثَّ أَتَاُه الثَّالَِثَة فـََقاَل تـََزوَُّجوا اْلوَ 
49ُمَكاثٌِر ِبُكْم اْألَُمَم.
Artinya:
48Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja’fi, Shahih Bukhari,
Kitab: Nikah, Juz 6, (Bairut-Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1981 M), 118.
49Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy as bin Ishāq al-Azdy al-Sijistāniy, Sunan Abu Daud,
Kitab : Nikah / Juz. 2 / No. 2050, (Bairut-Libanon Penerbit Darul Kutub Ilmiyah, 1996 M), 86.
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“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan
kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim
bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari
Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki
datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya
aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan
cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau
menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau
melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang
penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga
kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (HR. Abu Daud)
Dalam rangka daf’u mafsadah, diantaranya;
a) Dilarang hidup membujang
Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi dari Anas menurut riwayat
Ahmad yang mengatakan Nabi sangat melarang hidup membujang (التبتل).
b) Dilarang memperoleh keturunan diluar pernikahan (zina) sesuai Firman Allah
dalam Q.S. Al-Israa’ (17):32
          
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.50
Diperkuat dengan ancaman-Nya, yakni Firman Allah dalam Q.S. An-Nur
(24):3 sebagai berikut:
          
     
50Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 388.
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Terjemahnya :
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak
dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan
yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.51
5) Memelihara Harta (حفظ المال)
Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa
harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu
manfa’at yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta
tersebut dengan cara berusaha.
Sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-Jumu’ah (62):10 sebagai berikut:
                   
    
Terjemahnya :
Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung.52
Larangan mengambil harta yang bukan milik atau harta orang lain sesuai
Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisaa (4):20
51Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 488.
52Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 809.
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                  
      
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.53
Dengan ancaman yang sangat berat, sesuai firman Allah dalam Q.S. Al-
Maa’idah (5):38
                   

Terjemahnya:
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.54
Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan
terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat.
Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau
rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut,
perbuatan itu adalah madharat atau merusak.
53Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 105.
54Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  151.
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Segala usaha dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau
menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik
atau mashlahah. Itulah sebabnya secara sederhana mashlahat itu diartikan dengan
mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
Lima hal di atas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima maqa>s}id
syari>’̀ah. Namun, al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima yang
disebutkan di atas. Kesimpulannya bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau
nyawa untuk ketahanannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya
dibutuhkan seorang keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk
kesempurnaannya diperlukan agama.
Abu Ishaq al-Syathibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap
ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan
Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di
akhirat kelak.
Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syahtibi terbagi
menjadi tiga tingkatan yaitu :
a) Kebutuhan Primer ( D}aruriyat)
Kebutuhan d}aruriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada dan disebut
dengan kebutuhan primer55 yakni sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau
diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau
55Satria Efendi, Ushul Fiqh, Ed I, Cet.6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005),  234.
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tidak berartinya kehidupan.56 Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan
terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.
Menurut al-Syatibi ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori, yaitu
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan
dan keturunan, serta memelihara harta.57 Untuk memelihara lima pokok inilah
syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan
pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.
Misalnya, kewajibkan jihad sesuai Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):193
sebagai berikut:
            
  
Terjemahnya:
Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga)
ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari
memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap
orang-orang yang zalim.58
Kemudian kewajiban qis}a>sh sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-
Baqarah (2):179
               
Terjemahnya:
56Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 240.
57Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 234.
58Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  37.
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Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.59
Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah
untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat
manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa
disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia
dapat dihilangkan.
b) Kebutuhan sekunder (Hajiyat)
Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan sekunder, bila tidak terwujudkan tidak
sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Artinya
sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, jika tidak dipelihara tidak membawa
pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau
kekurangan dalam melaksanakannya. Syariat Islam menghilangkan segala
kesalahan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-
Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap
kebutuhan ini.
Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariakan beberapa hukum
rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam
menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak
berpuasa bilamana dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari
yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan
men-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini.Dalam
59Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 34.
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lapangan mu’amalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-
macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) dan mudharabah (berniaga
dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan
beberapa ‘uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda)
bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas
seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari
kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah
ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur’an juga.60, Misalnya, Firman Allah
dalam Q.S. Al-Ma>’idah (5): 6
                     
             
               
              
                 
         
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika
kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,
lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah
60Satria Efendi, Ushul Fiqh, Ed,I, (Cet.6; Jakarta: Prenadamedia Group, 2005),  235.
50
yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu
bersyukur.61
c) Kebutuhan Tersier (Tahsiniyat)
Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi
tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan
kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti
dikemukakan al-Syathibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat
istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias
dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.
Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadat, mu’amalat, dan ‘uqubat.
Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat.
Dalam lapangan ibadat, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam
mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik pada badan maupun
pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke
masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.
Dalam lapangan mu’amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga,
monopoli, serakah, takabbur dan lain-lain. Dalam bidang ‘uqubat Islam
mengaharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita,
melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).
61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 144.
51
Tujuan syariat seperti tersebut di atas bisa disimak dalam beberapa ayat,
misalnya Firman Allah dalam Q.S. Al-Ma>’idah (5):6
                 
                    
                  
                     
                 
   
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika
kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,
lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah
yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.62
Dasar Timbulnya Pemikiran tentang maqa>s}id al-syari>’̀ah dan mas}lahah
bahwa keduanya diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tidak terpisah
dalam pembicaraannya. Maqa>s}id Syari>’̀ah dipopulerkan oleh Abu Ishak al-
Syathibi (wafat.790 hijiriyah) dalam bukunya al-muwafaqat fi Ushul al-Syari>’̀ah.
Namun bukan berarti al-Syatibi yang menggagas pemikiran maqa>s}id
syari>’̀ah itu.
62Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  144.
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Timbulnya pemikiran tentang maqa>s}id syari>’̀ah dan mas}lahah itu dapat
diperkirakan beriringan dengan pemikiran dengan dalil syara’ dan
penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul
selalu mencari petunjuk dari al-Qur’an dari segala seginya. Bila mereka tidak
menemukan petunjuk dalam al-Qur’an, mereka mencari jawabannya dalam
sunnah Nabi dari segala caranya. Jika keduanya tidak menemukan petunjuk,
mujtahid mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan
hukum, yaitu dimana ditemukan mashlahat maka disitu berlaku hukum Allah swt.
Artinya, dimana saat tidak menemukan di dalil syara’ yang muktabarah, namun
disitu ada mudharatnya, maka mujtahid menetapkan hukum larangan sebagaimana
Allah melarang setiap yang memberi mudharat. Begitu pula jika suatu tindakan
diyakini baik dan mengandung mashlahat, maka mujtahid menetapkan suruhan
sebagaimana Allah swt menyuruh melakukan suatu perbuatan yang baik, baik
dalam bentuk wajib maupun mandhub.63
2. Gambaran Umum Sadd al-Dzari’ah
Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu al-Qur’an
dan al-Hadis Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan
merupakan teks-teks nash yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam
itu sendiri. Sedangkan untuk ijma dan qiyas merupakan dalil hukum karena
keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi keduanya
63Amir Syarifuddin, Usul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana PrenadamediaGroup, 2008), 246.
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merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-
Qur’an atau al-Hadis melalui upaya ijtihad.64
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pada saat ini
para ulama dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi menjawab
permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang semakin
problematis. Maka dari itu mereka selalu melakukan upaya untuk menciptakan
perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah
yang muncul. Salah satu ijtihad yang digunakan yaitu sadd Al-Dzari’ah yang tetap
dikembalikan kepada sumber hukum Islam.
Kata sadd Al-Dzari’ah terdiri dari dua kata yaitu sadd yang berarti
menyumbat atau menutup dan dzari’ah yang berarti sarana mengantarkan
sesuatu.65 Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqh yang dimaksud dengan
Al-Dzari’ah ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada
sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara , baik yang haram ataupun yang halal
(yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau
kemaksiatan.66
Oleh karenanya apabila mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan
sadd al-dzari’ah (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat maslahah
64Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2010), 113-114.
65Suwarjin, Ushul Fiqih, (Yogyakarta:Teras, 2012), 196.
66Abd. Rahman Dahlan,Ushul Fiqih, 236.
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maka ada ketentuan fath al-dzari’ah (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi dalam
perkembangan berikutnya, istilah fath al-dzari’ah ini kurang populer.67
Berpegang kepada al-dzari’ah dan memberikannya hukum yang sama
dengan hukum yang dihasilkannya, didasarkan pada baik Al-Quran maupun As-
sunnah. Pengakuan terhadap al-dzari’ah ada dasarnya memandang pada akhir
pebuatan, lalu tehadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan
hasil yang dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut, sebaiknya jika
membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang kepada niat
perlakuannya tetapi dengan diarahkan perbuatannya.
Sadd al-dzari’ah ini merupakan salah satu dasar yang disebutkan oleh
Kitab-Kitab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan kitab-kitab Madzhab lain tidak
menyebutkannya dengan judul ini, akan tetapi apa yang dicakup oleh pengertian
al-dzari’ah ditetapkan pula dalam fiqh Hanafi dan Syafi’i dengan perbedaan dan
persamaan dalam beberapa bagiannya.
Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulama’ adalah bahwa
setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat
dan tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan
memandang pada natijah-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:
a. Natijah-nya baik: segala sesuatu yang mengarah kepada kebaikan adalah baik
dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
b. Natijah-nya buruk: segala sesuatu yang mendorong kepada keburukan adalah
juga buruk dan karenanya dilarang.68
67Ali Imran HS, Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-
Dzari’ah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, 2010, 68 dalam
https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/qistie/article/viewfile/593/710.
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Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah.
Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari al-Qur’an dan hadis. Dalam
QS. al-An’am 6: 108 Allah swt., berfirman:
             
             
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat
menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah
kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu
mereka kerjakan.69
Pengelompokaan sadd al-dzari’ah dibagi menjadi 3 yaitu:
a. Dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkankannya. Ibn
Qayyim membagi al-dzari’ah menjadi tiga, yaitu:
1) Al-dzari’ah yang memandang pada dasarnya membawa kepada kerusakan
seperti meminum minuman yang memabukkan70 yang membawa kepada
kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata
tata keturunan.
2) Al-dzari’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun di tunjukkan
untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti muhallil, atau
68Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid-2, (Jakarta: Kencana, 2008), 450.
69Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 141.
70Amir Ayarifuddin, Ushul Fiqh, 452.
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tidak disengaja seperti mencaci sembahan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya
pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang
haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahan agama lain itu
sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan
perantara bagi agama lain untuk mencaci maki Allah swt., menjadi terlarang
melakukannyaa.
3) Dzari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukan untuk
kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan
itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang
baru kematian suami dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya,
tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam
masa iddah keadaan menjadi lain.
b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi
al-dzari’ah kepada empat jenis, yaitu:
1) Al-dzari’ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti Artinya, bila
perbuatan al-dzari’ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
2) Al-dzari’ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti
kalau Al-dzari’ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan
atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras,
atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual
anggur itu boleh boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan
minuman keras namun menurut kebebasan pabrik minuman keras membeli anggur
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untuk diolah menjadi minuman keras. Begitu pula menjual pisau kepada penjahat
tersebut kemungkinan besar akan digunakan membunuh atau menyakiti orang
lain.
3) Al-dzari’ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan.
Hal ini berarti al-dzari’ah itu tidak dihindari seringkali sesudah itu akan
mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli
kredit memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun
dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.71
4) Al-dzari’ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan
terlarang.
Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan
menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang
dilalui orang. Menurut kebiasaan tidak ada orang yang berlalu di tempat itu yang
akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang
nyasar lalu dan terjatuh ke dalam lubang tersebut.
Menurut Ijma  Ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan sadd al-
dzari’ah berdasarkan pada tindakan hati hati dalam beramal dan jangan sampai
melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian dijadikan
pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik
dan buruk.
Jumhur Ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat
dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada
71Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid-2, 452.
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dasarnya juga menerima metode sadd al-dzari’ah itu, meskipun berbeda dalam
kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak
menggunakan faktor maslahah dengan sendirinya menggunakan metode sadd al-
dzari’ah.72
C. Kerangka Pikir
Berdasarkan tinjauan teoritis seperti yang telah diuraikan di atas, maka
berikut ini dikemukakan kerangka pikir. Kerangka pikir adalah hubungan antara
konsep yang satu dengan konsep yang lain yang akan diteliti. Kerangka pikir
memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai aspek-aspek atau
variable yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan para petani
dan pembeli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi. Penelitian ini dimaksudkan
untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan dari hasil penjualan daun ubi jalar
untuk pakan ternak babi kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori
maqa>s}id syariah dan sadd al-dzari>’ah. Hal ini dapat dilihat pada skema kerangka
pikir berikut:

















A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan integratif
atau biasa juga diistilahkan dengan pendekatan multidisipliner, yakni pengkajian
sebuah masalah melalui berbagai pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan Teologis Normatif (syar’i)
Kajian ini terkait dengan nilai-nilai atau norma-norma ajaran agama untuk
diaplikasikan dalam kehidupan manusia yang bersumber dari wahyu yakni :Kitab
suci al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Olehnya itu harus dilandasi
dengan pendekatan teologi normatif.
2. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisa dengan mengggunakan
sudut ilmu sosial terhadap praktik jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi yang
tidak terlepas dari tuntutan kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
3. Pendekatan Filosofis
Jika ditelaah secara mendalam, maka kajian ini tidak bisa dilepaskan dari
proses penggalian nilai-nilai filosofis, khususnya filsafat hukum Islam. Oleh
karena itu, pendekatan filosofis memiliki posisi yang cukup penting pula dalam
penelitian ini. Aplikasi dalam kajian ini terkait dengan penggunaan penalaran
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filosofis dengan menggunakan analisis kemaslahatan yaitu metode
maslahat/maqa>sid syari>’ah dan sadd al-dzari’ah sebagai landasan teori.
4. Pendekatan Fenomenologi
Menurut Hegel, fenomenologi mengacu pada pengalaman sebagaimana
yang muncul pada kesadaran, ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu
menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui di dalam
kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang muncul dari kesadaran
itulah yang disebut sebagai fenomena.1
Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan
pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu
yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Oleh karenanya, peneliti
tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsinya di dalam
penelitiannya.2
Disini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan,
mendeskripsikan dan mengkonstruksi realitas yang ada serta melakukan
pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang didapatkan
akan lebih maksimal.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Suatu pendekatan
yang menurut Denzin dan Lincoln dianggap sebagai penelitian yang
menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi
1Clark Moustakas, Phenomenological Research Methods, (California: SAGE
Publications, 1994), 26.
2J W Creswell, “Research Design” diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dengan judul
Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2014), 53.
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dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.3 Hal yang
kurang lebih sama diajukan oleh Koentjoro bahwa penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang multi metodologi atau dengan kata lain, penelitian kualitatif
bukanlah penelitian tunggal namun di dalamnya terdapat banyak cara atau
inquiries.4
Selain itu, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan
memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan dapat
memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh
metode kuantitatif.5
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptik-analitik yaitu penelitian
untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui
pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan
selanjutnya memberi penilaian terhadap persoalan penelitian.
Penelitian ini akan memberikan gambaran sistematis, cermat, mengenai
realitas pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi di Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo kemudian menganalisis ketetapan hukum
dari jual beli daun ubi jalar tersebut dengan tinjauan filosofis hukum Islam. Jadi
data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, melainkan
3Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2018), 5.
4Koentjoro, Berbagai Jenis Inquiry dalam Penelitian Kualitatif, Unpublished manuscript.
(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007), 11.
5Anselm., Strauss & Juliet, Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. (M. Shodiq &
Muttaqien, Terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 4.
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berbentuk simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan nonverbal,
lisan harfiah atau berupa deskriptif.
B. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan
ternak babi oleh petani di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota
Palopo. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode
kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu
pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan
emosional antara peneliti dan responden sehingga didapatkan data yang
mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan
pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena
tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada.
Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah fenomenologi.
Fenomenologi dipilih karena didalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu
fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat
langsung untuk mengembangkan pola dan relasi yang bermakna.6 Dalam konteks
penelitian yang dikaji, fokus utama dari penelitian ini adalah pemanfaaatan daun
ubi jalar untuk pakan ternak babi dengan menggunakan penalaran filosofis hukum
Islam sebagai pisau analisisnya.
6John W. Creswell, Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five
Traditions, (London: SAGE Publications, 1998), 30.
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C. Definisi Istilah
Definisi istilah adalah unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan
proses pengumpulan data pada penelitian. Definisi istilah yang berkaitan dengan
penelitian ini adalah:
1. Penalaran filosofis yang dimaksud adalah penalaran filosofis hukum Islam
dengan corak penalaran istis}la>hi yaitu upaya penggalian hukum yang
bertumpu pada pinsip-pinsip kemaslahatn yang disimpulkan dari al-Qur’an dan
hadis.7 Metode dalam penalaran istis}la>hi adalah mas}lah}ah mursalah dan sadd al-
dzari’ah.
2. Maqa>si}d bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.8
Syariah berarti ajaran, aturan dan hukum Allah kepada hambahnya untuk
mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Maqa>si}d shari>ah berarti tujuan Allah
dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.
3. Sadd al-dzari>’ah adalah menutup atau menghalangi jalan atau wadah yang
dapat diduga membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan.9
4. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang
berguna.10
7Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqa>si}d Al-Syari>ah menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1996), 133.
8Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT Mizan
Pustaka, 2015), 32.
9Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqa>si}d Al-Syari>ah menurut Al-Syatibi, 150.




Desain penelitian menurut Sekaran adalah rencana struktur penelitian yang
mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif,
efisien, dan efektif.11 Sedangkan menurut Malik Saepuddin, desain penelitian
adalah macam atau jenis penelitian tertentu yang dipilih untuk dilaksanakan dalam
rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.12
Desain penelitian digunakan sebagai pedoman atau prosedur yang berguna
sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan metode
penelitian. Menurut Sugiyono, desain penelitian harus spesifik, jelas dan rinci,
ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah.13
Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan menganilis fenomena,
peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara
individual maupun kelompok. Sedangkan metode deskriptif yaitu suatu metode
penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau
deskriptif tentang suatu keadaan terhadap sekumpulan objek dalam jangka waktu
tertentu.
11Uma Sekaran dan Roger Bougie, Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan
Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2, (Jakarta, Salemba Empat, 2017), 152.
12Malik Saepudin, Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat (Jakarta: CV Trans Info
Media, 2011), 48.
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2018), 37.
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Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang
diperlukan, maka menurut Patton teknik pengumpulan data dalam penelitian
adalah menggunakan teknik: Observasi, Wawancara mendalam (indepth
interviewing), dan Kajian dokumen (Content Analysis).14
1. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lapangan  terkait fenomena sosial
dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukakan pencatatan. Observasi sebagai
alat pengumpulan data yang dapat dilakukan secara spontan dan dapat pula
dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.15 Adapun instrumen yang
digunakan berupa pedoman observasi maupun field notes.
2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan
berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada
peneliti untuk mengetahui persoalan objek yang diteliti.
Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara intensif, terbuka
terhadap informan dengan suatu perencanaan, persiapan, dan berpedoman pada
wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi
dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya informan mendapatkan kesempatan
untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan, dan perasannya secara lebih luas
dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.16
14Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam
Penelitian Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 64.
15Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),
64.
16S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 72.
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Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (wawancara
terkontrol), yaitu teknik wawancara yang memadukan antara wawancara
terpimpin dengan wawancara bebas (tidak terpimpin) dimana hanya menggunakan
pedoman wawancara berupa garis-garis besar atau kerangka permasalahan yang
akan ditanyakan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dalam penelitian kualitatif
setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan
data dengan menelaah referensi-referensi, mempelajari dan mencatat buku-buku
arsip atau dokumentasi, foto-foto, dan hal-hal yang berhubungan dengan fokus
permasalahan penelitian.17
E. Data dan Sumber Data
Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan
untuk tujuan tertentu.18 Sumber data adalah sumber penelitian yang dilakukan
oleh seorang peneliti untuk mencari informasi penelitiannya. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan
langsung di lapangan oleh peneliti yang melakukan penelitian dengan cara turun
17A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis
Media Centre, 2003), 106.
18Kaelan, M.S., Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta:
Paradigma, 2005), 58.
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langsung kelapangan  melakukan wawancara dengan para  petani kebun daun ubi
jalar dan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari
sumber-sumber yang telah ada seperti data yang diperoleh dari kepustakaan, studi
dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu.19
Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengelolaan data yaitu dengan
menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan
menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan,
tepat dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Mengatur dan
mengklasifikasikan yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.20
Penggolongan data pada penelitian ini ditentukan melalui populasi yaitu
keseluruhan objek penelitian dan sampel yaitu bagian atau wakil populasi yang
diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Untuk mewakili populasi yang
telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka diperlukan sampel sebagai cerminan
guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam
melaksanakan penelitian, atau dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut.21
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara
19Kaelan, M.S., Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, 79.
20Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra
Aditya. Bakti, 2004), 126.
21Soeratno dan Lincollin Arsiad, Metode penelitian untuk ekonomi dan Bisnis,
(Ed,V:Yogyakatrta : UPP STIM YPKN, 2008), 106.
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mengorganisasikan data ke dalam kategori, menajabarkan ke  dalam unit-unit
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
diri sendiri dan orang lain.22
Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang
berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses
pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang
diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak
awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan
reduksi data.
Tahap kedua adalah melakukan penyajian data. Maksudnya adalah
menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan
dalam bentuk naratif, deskriptif, analitis. Dalam penyajian data dilakukan
interprestasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang
dirumuskan menjadi lebih objektif.
Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu merumuskan
kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif
untuk menjawab rumusan masalah.
Dalam hal analisis data kualitatif, Menurut Bogdan yang dikutip dalam
bukunya Sugiono menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan
menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
22Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet. 10; Bandung,
Alfabeta 2010), 244.
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bahan-bahan lain yang diperoleh, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya
dapat ditunjukkan kepada orang lain.23
Analisis pada penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha
menggambarkan suatu objek tertentu yang dijadikan penelitian. Analisis data
pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi
data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification.24
Secara rinci, tahapan penelitian ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh.
23Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
309.






Berikut merupakan uraian dari alur penelitian di atas:
1. Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil
pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis,
menyintesis, memaknai, dan menerangkan.
2. Reduksi data, menyederhanakan data dengan cara pengkategorian dan
pengklasifikasian data.
3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasarkan hasil reduksi kemudian
memaparkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah penelitian.
4. Penyimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan interpretasi sebelum
dihasilkan suatu temuan. Peneliti menafsirkan data yang telah terkumpul yang
diikuti dengan pengecekan keabsahan hasil analisis.
F. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.
Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan
data.25 Menurut Sugiyono, yang menjadi instrumen atau alat penelitian dalam
penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.26 Untuk memperoleh data yang
akurat, penulis membutuhkan beberapa kali wawancara dengan informasi yang
telah penulis tentukan.
25Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
2006), 149.
26Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
305.
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Instrumen yang digunakan penulis dalam hal ini adalah instrument pokok
dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti itu sendiri, sedangkan
instrumen penunjang adalah observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.
1. Peneliti sebagai instrument pokok dapat berhubungan langsung dengan
informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di
lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif mereupakan perencana,
pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi
pelapor hasil penelitiannya.27
2. Instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara.
Seacara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman
wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini: a. Mengadakan identifikasi
terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang
tertera di dalam problematika penelitian b. Menebarkan variabel menjadi sub atau
bagian variabel c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel d.
Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrument e. Melengkapi instrumen
dengan pedoman atau intruksi dan kata pengantar.28 Lebih lanjut sebelum
melakukan wawancara peneliti terdahulu membuat kisi-kisi pedoman wawancara.
27Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 168.
28Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 135.
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BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA
A. Deskripsi Data
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Pentojangan
Kelurahan Pentojangan merupakan salah satu Kelurahan dari  7 (tujuh)
Kelurahan yang ada di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo yakni Kelurahan
Maroangin, Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, Kelurahan Batu Walenrang,
Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Salubattang dan Kelurahan Pentojangan.
Kelurahan Pentojangan terdiri dari 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun
Tetangga (RT) secara resmi dibentuk pada tahun 2006 dengan jumlah penduduk
yang mayoritas sebagai petani sawah  dan kebun.1
b. Letak Geografis Kelurahan Pentojangan
Kelurahan Pentojangan dengan jarak ±11 km dari Kota Palopo yang
memiliki luas wilayah ± 6,3 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Salubattang Kecamatan
Telluwanua Kota Palopo
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Kecamatan Walenrang Timur
Kabupaten Luwu
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mancani Kecamatan
Telluwanua Kota Palopo
1Data Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota
Palopo Tahun 2020.
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4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Maroangin Kecamatan
Telluwanua Kota Palopo.2
c. Peta Lokasi
Gambar 1 : Peta Wilayah Kelurahan Pentojangan
2Data Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota
Palopo Tahun 2020.





Kelurahan Pentojangan memiliki jumlah penduduk cukup signifikan yang
berjumlah 2.451 orang terdiri dari laki-laki 1,247 dan perempuan sebanyak 1,204
orang. Hal ini dapat dilihat pada tebel berikut :




RW I 251 271 522
RW II 261 247 508
RW III 288 272 560
RW IV 259 231 4890
RW V 188 183 371
Total 1247 1204 2451
Sumber Data : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan Tahun 2020
e. Keadaan Kehidupan Beragama
Kelurahan Pentojangan memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama
Islam dapat dilihat  pada jumlah tempat ibadah yang ada sebagai berikut :
1) Masjid : 5 Unit
2) Mushallah : -
3) Gereja : -
Ummat Kristen yang ada di Kelurahan Pentojangan tidak memiliki
tempat ibadah (gereja) akan tetapi beribadah di gereja Kelurahan Maroangin yang
berbatasan langsung dengan Kelurahan Pentojangan.
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Adapun jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agamanya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.2 : Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agamanya Kelurahan
Pentojangan Tahun 2020
No Jenis Agama Jumlah
1 Islam 2376
2 Kristen Protestan 52





Sumber Data : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa yang melakukan budidaya
tanaman ubi jalar untuk pakan ternak babi adalah mayoritas ummat Islam.
f. Kondisi Sosial Ekonomi
Penduduk Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
memiliki berbagai jenis pekerjaan, ada yang bekerja sebagai Petani, Pengusaha,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri dan  pekerja  buruh bangunan. Hal ini
dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.3 : Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kelurahan
Pentojangan Tahun 2020
NO Mata Pencaharian Jumlah
1 Petani 572
2 Buruh Bangunan 10
3 Pengusaha Menengah 7







Sumber Data : Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
2. Realitas Pemanfaatan Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi di Kelurahan
Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa
bantuan orang lain, sehingga diperlukan adanya interaksi-interaksi antara manusia
dengan manusia yang lain untuk melangsungkan kehidupan. Interaksi yang
diciptakan manusia satu dengan yang lainnya dapat saling memberikan manfaat
dan timbal balik yang nantinya akan mencapai sebuah tatanan hidup yang
komplek sehingga memerlukan suatu hukum yang mengatur interaksi antar
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manusia tersebut. Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama
manusia dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah Hukum Muamalat.3
Kegiatan yang ditimbulkan dari interaksi sesama manusia salah satunya
yakni kegiatan jual beli, aspek ekonomi perdagangan ini mempunyai peranan
penting dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat karena 9 dari 10 pintu rezeki merupakan perdagangan (jual beli). Jual
beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, yang dasarnya telah
ditetapkan dalam Islam, prinsip dasar yang dimaksud yakni kejujuran,
kepercayaan dan ketulusan. Sedangkan prinsip yang dilarang dalam jual beli
dibahas dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu,
memberikan ukuran yang tidak valid, menjual obyek yang tidak halal dan
menciptakan i’tikad tidak baik dalam transaksi bisnis.4
Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo adalah jual beli daun ubi jalar yang
sudah berjalan sekitar 5 tahun. Sebelumnya, mereka bertani dan menanam
sayur-sayuran. Jual beli ini menjadi sesuatu yang dipermasalahkan terkait
hukumnya karena pemanfaatan daun ubi jalar digunakan untuk pakan babi di
Toraja.
Dalam transaksi jual beli daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan
melibatkan tiga pihak yakni para Petani pembudidaya ubi jalar (penjual daun ubi
jalar), Pedagang atau pengepul (pembeli dari petani), dan Peternak babi (pembeli
3Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: UII Press 2004), 11-12.
4Abdullah Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima
Yasa, 1997),  288.
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dari para pengepul). Adapun budidaya ubi jalar sebenarnya adalah pekerjaan
sampingan sebab pekerjaan pokok mereka adalah bertani padi.
Budidaya tanaman ubi jalar pada umumnya dilakukan di sekitar
pekarangan rumah para petani, pinggiran jalan, diantara tanaman coklat, tanaman
pisang dan tanah-tanah yang biasanya tidak produktif. Jenis ubi jalar yang
dibudidaya adalah tanaman ubi jalar yang berdaun lebar dan tidak menghasilkan
umbi seperti jenis tanaman ubi jalar lainnya. Oleh karena itu, jenis tanaman ubi
jalar  tersebut memang hanya dikhususkan untuk budidaya daun ubi jalar.
Petani di Kelurahan Pentojangan memilih menanam ubi jalar karena
proses budidaya ubi jalar tersebut sangat mudah sebab tidak membutuhkan
perawatan khusus, dimana petani menanam hanya satu kali saja untuk selamanya.
Selanjutnya proses perawatan hanya pemberian pupuk jenis urea pada setiap
selesai panen daun. Sedangkan pemanenan daun ubi jalar dilakukan sebulan sekali
pada tahap awal dan tahap berikutnya sudah dua kali panen selama sebulan.5
Adapun proses penjualan daun ubi jalar dilakukan di rumah-rumah para
petani dengan sistem langganan. Para pembeli (pengepul) mendatangi para petani
(penjual). Untuk proses pembelian sebenarnya sudah terjadwalkan dimana
pengepul telah menentukan hari kedatangannya misalnya pada hari jum’at dan
ahad sore setiap pekannya. Oleh karena itu para petani biasanya melakukan
pemanenan pagi harinya. Sedangkan oleh para pengepul selanjutnya akan
5Sanaria Pembudidaya Ubi Jalar, “Wawancara” di Ka’da Kelurahan Pentojangan tanggal
14 Maret 2020.
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memasarkan daun ubi jalar tersebut ke para peternak babi yang berada di
Kabupaten Tana Toraja.6
Praktik jual beli daun ubi jalar di Kelurahan Pentjangan memiliki
intensitas yang cukup tinggi karena dalam kurun waktu seminggu melakukan
panen dan pemasaran sebanyak 2 kali sebulan dan hasilnya mencapai 4 truk
khusus untuk daerah Pentojangan. Untuk harga jual daun ubi jalar dihitung
berdasarkan jumlah per-kirat/ikatan (panjang tali ikatan sekitar 30 cm) dari daun
ubi jalar. Sedangkan harga per-ikatannya yaitu Rp. 5.000. Adapun para petani
biasanya dalam setiap panen daun ubi jalar, dapat menghasilkan 45 sampai 100
ikatan atau dengan hasil penjualan Rp. 225.000 sampai Rp. 500.000.7
Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi di Kelurahan
Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo terdapat perbedaan pendapat.
Ada yang berpendapat bahwa memanfaatkan daun ubi jalar adalah sesuatu yang
dibolehkan dalam Islam dan bukan merupakan perbuatan yang haram. Namun
mayoritas petani mengatakan bahwa mereka tidak tahu ketentuan hukum kegiatan
jual beli tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Idil Borahima bahwa:
“Jual beli daun ubi jalar adalah sah-sah saja karena daun ubi jalar bukan
daun yang diharamkan dalam agama Islam. Dari segi pemanfaatan lahan
sangat membantu para petani memanfaatkan lahan yang kurang produktif
untuk penanaman daun ubi jalar tersebut bahkan bisa ditanam diantara
tanaman lainya, misalnya antara pohon coklat, cengkeh, pisang dll. Dari
segi kebutuhan sehari-hari, sangat membantu ibu rumah tangga membiayai
anak-anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ditambahkan lagi
bahwa daun ubi jalar bukan makanan haram untuk diperjual belikan hanya
peruntukannya daun ubi jalar tersebut untuk meningkatkan produktifitas
6Irvan, Supir (Pengepul Daun Ubi jalar), “Wawancara” di Ka’da Kelurahan Pentojangan
tanggal 14 Maret 2020.
7Bellu (Ma Adam), Pembudidaya Daun Ubi Jalar “Wawancara” di Ka’da Kelurahan
Pentojangan, tanggal  15 Maret 2020.
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ternak babi dan binatang tersebut diharamkan dalam agama Islam untuk
mengkomsumsinya. Namun disisi lain kami siap mensosialisasikan kepada
masyarakat apabila pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi
termasuk hal yang terlarang dalam agama Islam dan  sudah ada penetapan
hukum atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo.8
Senada dengan pendapat di atas, H. Salama, Imam Kelurahan Pentojangan
berpandangan bahwa:
“Memanfaatkan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi kurang benar kalau
hukumnya haram akan tetapi justru berpahala karena memberikan bantuan
kepada orang lain. Perumpamaan memberikan makanan kepada binatang
yang kelaparan seperti anjing kita dapat pahala walaupun binatang tersebut
diharamkan dalam agama Islam.9
Keterangan dari beberapa petani daun ubi jalar menyebutkan bahwa
kegiatan jual beli daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan sangat membantu
ekonomi masyarakat setempat. Mereka mengemukakan bahwa penjualan daun ubi
jalar sangat membantu meringankan beban dalam rumah tangga termasuk untuk
membiayai anak-anak sekolah sampai perguruan tinggi .
Selain itu, disebutkan oleh Abu Jalil, imam masjid al- Mukminun Ka’da
Kelurahan Pentojangan, bahwa: “Penjualan daun ubi jalar sangat membantu
penghasilan keluarga dan ada keluarga membeli mobil dari hasil penjualan daun
ubi jalar”.10
Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Masjid Siratal Mustakim Salutete,
Usman bin Panaungi mengemukakan bahwa:
8Idil Borahima, Lurah Pentojangan “Wawancara” di Kantor Kelurahan Pentojangan
tanggal 24  Februari 2020.
9H. Salama, Imam Kelurahan Pentojangan, “Wawancara” di Ka’da Kelurahan
Pentojangan tanggal 12 Maret 2020.
10Abu Jalil, Imam Masjid Al-Mukminun, “Wawancara” di Ka’da Keluarahan Pentojangan
tanggal 12 Maret 2020.
81
“Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan ternak babi adalah suboha’ yang
artinya terlarang mendekati pada haram, beliau berkeyakinan bahwa
sesuatu yang diperoleh dari hasil yang kurang bermanfaat tidak akan
membawa keberkahan hidup, dia mengurai beberapa contoh kurang
keberkahan hidup misalnya sering sakit-sakit, dalam keluarga dan
bertetangga sering terjadi percekcokan dan lain-lain. kesemuanya adalah
akibat sering memakan makanan yang tidak halal atau bersumber dari
sesuatu yang kurang berkah. Lebih tegas lagi mengatakan  bahwa ummat
Islam yang menanam daun ubi jalar untuk pakan ternak babi sama halnya
menghina agama sendiri. Secara historis masyarakat khususnya kelurahan
pentojangan pada zaman dulu sebelum datang usaha tanaman ubi jalar,
kehidupan masyarakat cukup signifikan karena dia tanam sayur-sayuran
yang bisa dijual ke pasar-pasar tradisionil. Sayuran tersebut bisa
dikomsumsi langsung oleh pemiliknya. Berbeda dengan daun ubi jalar
memang tidak bisa dikomsumsi langsung dan anehnya ubi jalar tersebut
adalah tanaman ubi yang tidak berumbi. Jadi memang terkhusus untuk
pakan ternak babi.”11
Senada dengan yang telah dipaparkan oleh Tokoh Pemuda kelurahan
Pentojangan, Abd Rahman menambahkan bahwa:
“Usaha tersebut bisa dihilangkan karena sifatnya temporer baru ada sekitar
± 5 tahun terakhir  dan yakin bahwa apabila masyarakat sudah memahami
ajaran agama secara keseluruhan (kaffah) akan ditinggalkan dan mengganti
dengan tanaman lain”.12
Hal ini juga disebutkan oleh Kepala KUA Telluwanua, Yusuf Bandi
bahwa:
“Mengenai hukumnya menanam daun ubi jalar untuk babi, saya tidak
dapat memutuskan apakah haram atau tidak karena tentu perlu ada analisis
yang mendalam tentang hal ini. Yang berkompeten untuk itu adalah MUI
jadi kami menunggu putusan fatwa MUI terkait hukum menanam daun ubi
jalar tersebut agar kami juga bisa memberikan pemahaman kepada
masyarakat.”13
11Usman bin Panaungi, Imam Masjid Siratal Mustakim, “Wawancara” di Salutete
Kelurahan Pentojangan tanggal 08 Maret  2020.
12Abdul Rahman, Tokoh Pemuda Kelurahan Pentojangan, “Wawancara” di Salutete
Kelurahan Pentojangan tanggal  08 maret  2020.
13Yusuf Bandi, Kepala KUA Telluwanua,”Wawancara” di Kantor KUA Telluwanua Kota
Palopo tanggal 17 Juni 2020.
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Secara umum, petani daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan tidak
memahami hukum pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi karena tidak
disebutkan secara jelas hukumnya dalam Islam. Alasan mereka memilih bercocok
tanam daun ubi jalar karena mudah memperoleh hasil kerja dan proses
pengelolahan tidak serumit dengan tanaman lainnya yang  membutuhkan biaya
pestisida cukup tinggi karena banyaknya hama dan jangka waktu panen cukup
lama.
B. Analisis Data
Penalaran filosofis sangat penting dalam pengembangan dan aktualisasi
hukum Islam di era permasalahan hukum kontemporer. Tanpa penalaran filosofis,
maka makna empirik hukum Islam tidak dapat dipahami dengan baik. Selain itu,
penalaran filosofis juga berkaitan dengan penetapan hukum Islam yang bertujuan
untuk memlihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dengan
mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.
Corak penalaran filosofis ada dua yaitu corak penalaran ta’lili dan corak
penalaran istis}lahi. Corak penalaran ta’lili menggunakan metode qiyas dan
istihs}a>n sedangkan corak penalaran istis}lahi menggunakan metode maqa>s}id
syari>’ah (mas}lahah) dan sadd ad-zara>’i.
Penelitian ini dibatasi pada analisis kemaslahatan yang menggunakan teori
maqa>s}id syari>’ah (mas}lahah) dan sadd ad-zara>’i dalam pemanfaatan daun ubi jalar
untuk pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota
Palopo.
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1. Analisis Maqa>s}id Syari>’ah dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan
Ternak Babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
Hukum Islam diyakini umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada
wahyu Allah swt. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum
Islam adalah al-Quran dan  Hadits, Allah dan Rasul-Nya lazim disebut al-syar’i
atau law giver.14 Namun demikian bahwa al-Qur’an dan Hadits disamping
kandungannya mengandung makna umum juga masih terbatas baik dalam
peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya, sementara itu peristiwa semakin
hari semakin banyak jumlahnya dan beraneka ragam bentuk masalahnya terutama
yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian. Karena itu dalam menghadapi
masalah inilah penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum sangat
dituntut.
Pada masa Nabi Muhammad saw, segala persoalan hukum dikembalikan
kepada Nabi untuk menyelesaikannya. Nabi menjadi satu-satunya sumber hukum
yang bersumber pada wahyu Allah. Nabi menyampaikan dan melaksanakan
hukum yang ditentukan oleh Allah swt.
Pada masa Sabahat, meskipun metodologi hukum atau kaidah ushul fiqih
belum ada ketika itu, namun mereka mampu memecahkan masalah hukum
yang terjadi di tengah umat. Kemampuan mereka ditunjang oleh landasan
Imani; mereka mendahulukan dalil-dalil al-Qur’an, kemudian Hadits Nabi
dan terakhir mereka berijtihad. Sistematika ini lahir dari pemikiran sahabat
yang berwawasan imani. Pengenalan sahabat tentang urutan keutamaan dalil
14Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), 141.
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seperti itu didasari oleh riwayat tentang pengangkatan Muaz Bin Jabal menjadi
hakim di Yaman.15
Kaidah-kaidah pembuatan hukum Islam oleh ulama ushul diambil
berdasarkan penelitian atas hukum-hukum Syara, illat-illat dan hikmah
pembuatannya. Diantara nash-nash itu ada yang menetapkan dasar-dasar
pembuatan secara umum dan pokok-pokok pembuatan secara keseluruhan. Seperti
halnya wajib memelihara dasar dan dalil pokok itu dengan mengistimbatkan
hukum dari nash-nashnya dan yang tidak ada nashnya, agar pembentukan hukum
ini dapat merealisir kemashlahatan manusia sehingga dalam berbagai aktifitas
terutama aktifitas ekonomi senantiasa didasarkan pada kemashlahatan manusia
yang dalam kaídah disebut maqa>s}id al-syari>’ah.
Kemaslahatan diwujudkan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian
para ahli ushul Fiqih, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan
serta harta. Menurut Abu Ishaq al Syathibi, penetapan kelima pokok di atas
didasarkan pada dalil al-Quran & Hadits. Dalil tersebut berfungsi sebagai al
qawaid al-kulliyat dalam menetapkan al-kulliyat al-khams. Ayat-ayat al-Qur'an
yang dijadikan dasar pada umumnya banyak yang berhubungan dengan ayat-ayat
Makiyyah. Diantara ayat-ayat itu ada yang berhubungan dengan sholat, larangan
mengkonsumsi barang yang memabukkan, dan larangan melakukan transaksi
bisnis terlarang.
Adapun 5 maslahah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Memelihara Agama
15Hamka Haq, Falsafah Ushul Fiqih (Makassar: Yayasan Al Ahkam, 2000), 22.
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Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada
gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua
kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan
hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama,
sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai
dengan kehendak-Nya dan keridhaan Allah swt. Karena itu di dalam al-Quran &
Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah swt dan inilah yang
menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan ekonomi dengan
aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah
ibadah.
b. Memelihara Jiwa.
Tulisan Lena Larsen dan Christian Moe menyebutkan bahwa pelestarian
terhadap jiwa seharusnya diurutkan pada nomor pertama dan paling utama.
Menurutnya, urutan lima keniscayaan meliputi agama, jiwa, harta, akal dan
keturunan adalah kurang tepat sebab ketika jiwa (nyawa) itu terjaga, maka
keberadaan yang lainnya juga akan terjaga. Karena jiwa yang selanjutnya nanti
berperan untuk membawa kesadaran akal pada nilai-nilai spiritual (agama)
sehingga harta dan keturunanpun terjaga.16
Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara
terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa
pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di
16Lena Larsen and Christian Moe, New Directions in Islamic Thought, Exploring Reform
and Muslim Tradition, (London: I.B Tauris, 2009), 26.
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dalamnya mengkonsumsi makanan makanan yang bisa merusak tubuh atau
berebih-lebihan dalam konsumsi (israf).
c. Memelihara Akal.
Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah swt yang sangat
penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana
yang buruk.Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah.
Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat.Karena itu akal harus
dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan
seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga
dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai
dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.
d. Memelihara Keturunan.
Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Allah untuk
berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi berikutnya. Syariat yang
terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi
manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan,
menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan
serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud
melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan
damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya
persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam
konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta’zir lainnya adalah
untuk menjaga keturunan.
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e. Memelihara harta benda.
Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan milik Allah
swt., namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan
peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam
meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek
riba.
Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas
dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan
menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta
yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan
asalkan disalurkan dengan baik. Syariat juga menghendaki agar manusia dalam
hidupnya tidak mengalami penderiataan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta
benda. Oleh sebab itu, pemeliharaan harta menjadi tujuan syariat dalam arti
mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.17
Menurut Maslow, apabila kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi maka
seseorang cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang lain. Sebaliknya, mereka
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan cenderung memiliki keinginan menuju
kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya sehingga sampai pada puncaknya yang
tertinggi yaitu aktualisasi diri. Dalam hal ini, tidak berarti Maslow memandang
manusia hanya fokus pada kebutuhan ekonomi saja. Hierarki kebutuhan Maslow
justru menunjukkan bahwa sesuai kodratnya, pertumbuhan manusia tidak bisa
17Ririn Noviyanti, Analisis Diskursus Ekonomi Kerakyatan dalam Maqasid Syari’ah,
Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Maret 2019, 109.
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terfokus hanya satu arah saja, tetapi juga membutuhkan relasi yang baik dengan
sesama seperti untuk memenuhi kebutuhan cinta dan penghargaan diri.18
Tujuan pokok syariat yang disebutkan di atas memiliki urgensi yang
bervariasi. Sebab aspek urgensinya dibedakan dalam tiga tingkatan yakni
d}aruriyat, hajiyat dan tahs}iniyat.
Dharuriyat adalah segala hal yang bersifat esensial bagi kehidupan
manusia.19 Hajjiyah adalah segala kebutuhan primer manusia dalam hidupnya
sedangkan tahsiniyat adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya
menyempurnakan kehidupan manusia.20 Puncak dari hierarki tersebut adalah
kesejahteraan yang arahnya kepada maslahah ‘am.21
Ketiga tingkatan mashlahah tersebut dapat digambarkan dalam gambar
sebagai jenjang kebutuhan manusia.22
18Siti Muazaroh dan Subaidi, Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow
(Tinjauan Maqasid Syariah), Al-Maza>hib, Volume 7, Nomer 1, Juni 2019, 29.
19Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2015), 34.
20Jasser Auda, Maqasid Untuk Pemula, (Yogyakarta, Suka Press Uin Sunan kalijaga,
2013), 40.
21Felicitas Opwis, Maslaha and the Purpose of the Law, Islamic Discourse on Legal
Change from the 4th to 8th/14th Century, (Leiden: Bostos, 2010), 70.
22Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 97.
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Pengelompokan maqasid syariah ini disebut prinsip maqasid syari’ah
tradisonal menurut Jasser Auda yang kemudian mengkritisi teori ini dan
menambahkan dimensi jangkauan yang diliputi oleh maqasid sebagai keharusan
ketika berhadapan dengan berbagai dinamika persoalan kontemporer.23
Lima kebutuhan dharuriyat atau esensial di atas yang mencakup agama,
jiwa, akal, keturunan, harta merupakan satu kesatuan merupakan hal yang tidak
dapat dipisahkan. Bila ada satu saja yang diabaikan, akan menimbulkan
ketimpangan pada manusia. Kemudian kebutuhan hajiyat berfungsi melengkapi
aspek dharuriyat supaya lebih kokoh. Contoh dari hajiyat adalah ibadah sunat
setelah ibadah wajib dipenuhi. Sedangkan kebutuhan tahsiniyat berfungsi
menambah keindahan dan kesenangan hidup misalnya komunikasi manusia akan
lebih cepat dan nyaman bila menggunakan telepon genggam, penampilan wanita
akan lebih cantik bila dihiasi cincin dan gelang, memiliki mobil mewah dan
23Faizin, Rekonstruksi Maqâshid Al-Syarî’ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer,





















rumah mewah. Namun kebutuhan tahsiniyat ini dipenuhi setelah dharuriyat dan
hajiyat terpenuhi.
Kelima unsur tersebut merupakan tujuan diberlakukannya syariat Islam.
Tujuan syariat Islam itu dikemukakan dengan istilah maqashid al-syariah yang
menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra bahwa tujuan
utama syari'ah adalah: "Meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada
perlindungan iman (agama), hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang
memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemashlahatan umum dan
dikehendaki".24
Demikian pula dalam tulisan Ibn al-Qayyim yang mengatakan bahwa
"Dasar syariah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan
akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan
kebijaksanaan yang sempurna. Apapun yang menyimpang dari keadilan pada
penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada
kemiskinan, dan dari kebijaksanaan pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada
kaitannya dengan syari'ah".25
Uraian diatas menguatkan kedudukan kemaslahatan sebagai metode
penetapan hukum. Masalah kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul
(ushulliyyun) dan fuqaha (ahli hukum Islam), terdapat dua hal yang harus
digarisbawahi yaitu Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan
24M.Umer Chapra, “The Future of Economic, in Islamic Perspective”, diterjemahkan oleh
Amdiar Amir et. al. dengan judul Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta:
SEBI, 2001),  124.
25Sitti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, (Cet. I; Yogyakarta: Kibar
Press, 2007), 7-9.
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maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (mas}lahah
mu’tabarat).26 Kedua, perbedaan dalam menanggapi maslahat terjadi ketika para
ulama mendiskusikan kehujjahan masl}ahah mursalah27 dan bila terjadi
pertentangan (ta’arud) antara maslahat dengan nash syara’.
Jumhur ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa mas}lahah mursalah
secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum
sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.
Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan mas}lahah murs}alah sebagai dalil
disyaratkan mas}lahah tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat,
hadis atau ijma  yang menunjukkan bahwa sifat yang ditunjuk sebagai
kemaslahatan itu merupakan suatu illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu
hukum, atau jenis hukum yang menjadi sifat motivasi hukum tersebut
dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.28
Dalam konteks ekonomi, contoh jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam
suatu hukum adalah Rasulullah saw., melarang pedagang menghambat petani di
perbatasan kota dengan maksud untuk membeli hasil pertanian mereka sebelum
petani memasuki pasar. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan
26Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, 155.
27Abdul Halim, Maslahah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam,
(Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007),  39.
28Ma ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: elSAS, 2011),  160. Tentang
pandangan ulama Hanafiyah terhadap maslahah mursalah terdapat beberapa pendapat yang
berbeda. Menurut al-amidi sebagaimana dikemukakan Amir Syarifuddin, banyak ulama yang
beranggapan bahwa ulama Hanafiyah tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibn Qudamah,
sebagian dari ulama Hanafiyah menggunakannya. Pandangan Ibn Qudamah ini agaknya lebih
diperpegangi karena kedekatan metode maslahah mursalah dengan metode istihsan yang popular
di kalangan ulama Hanafiyah. Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, 358.
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kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang
yang membeli hasil pertanian tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan
ini adalah adanya kemudaratan yang mempengaruhi hukum jual beli seperti yang
dilakukan oleh pedagang tersebut. Jenis kemudaratan ini juga ada dalam masalah
lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir rubuh ke jalan, karena kondisi
itu bisa memberi mudarat bagi orang lain. Menurut ulama Hanafiyah kemudaratan
petani dalam jual beli di atas sama dengan kemudaratan dinding yang hampi
rubuh. Karenanya motivasi hukum terhadap dinding dapat dianalogikan dengan
motivasi hukum dalam jual beli di atas.29
Dengan demikian, menurut Hanafiyah menghilangkan kemudaratan
termasuk dalam konsep mas}lahah murs}alah dan dapat dijadikan sebagai salah satu
metode penetapan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam
nash atau ijma  dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung
oleh nash atau ijma .
Ulama Malikiyah menerima maslahah mursalah sebagai dalil menetapkan
hukum. Menurut mereka maslahah mursalah merupakan induksi dari logika
sekumpulan nash bukan dari nash yang rinci seperti qiyas. Misalnya Rasulullah
saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai
penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena
perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.
Untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil penetapan hukum,
ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu:
29Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,  161.
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1) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara dan termasuk ke dalam
kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2) Kemaslatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan
sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah mursalah itu benar-benar
memberikan manfaat dan menghindari kemudaratan.
3) Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan priibadi
atau kelompok kecil tertentu.30
Menurut al-Syathibi (dari mazhab Malikiyah) keberadaan dan kualitas
sebuah maslahah mursalah bersifat qath i sekalipun dalam penerapannya bisa
bersifat zanni. Karenanya asy-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar maslahat
dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Pertama, maslahat
tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara , karena itu maslahat yang
tidak sejalan dengan jenis tindakan syara atau yang berlawanan dengan dalil
syara (al-Qur an, as-Sunnah dan ijma ) tidak dapat diterima sebagai dasar
dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, maslahat seperti kriteria nomor satu di
atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang
menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.31
Abu Ishaq al-Syathibi berpendapat demikian karena metode istislah atau
maslahah-mursalah dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada
30Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,  163.
31Muhammad Khalid Mas ud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-
Shatibi s Life and Thought, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), 162.
94
nass tertentu, tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan
penetapan hukum syara .32
Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional maslahah-mursalah, asy-
Syatibi membatasi dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang
ibadah.
Ulama Hanabilah juga menerima maslahah mursalah. Kesimpulan ini
dapat diambil dari pernyataan Abu Zahrah di dalam karyanya Ibn Hanbal
sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem bahwa fukaha dari mazhab Hanabilah
memandan maslahah sebagai dasar-dasar perumusan hukum dan mereka semua
merujuk kepada imam mereka, Ahmad bin Hanbal. Ibn Qayyim adalah salah
seorang ulama dari mazhab Hanabilah yang menetapkan maslahah sebagai salah
satu dasar perumusan hukum syara’, sesungguhnya permasalahan hukum syara’
yang berhubungan dengan muamalat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan dan mencegah kerusakan/kemudaratan. Bahkan Ibn Qayyim sendiri
berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dari hukum syara yang ada kecuali
ditetapkan sejalan dengan dan bahkan untuk memelihara kemaslahatan manusia di
dunia dan akhirat.33
Ulama Syafi iyah juga menerima maslahah mursalah sebagai metode
penetapan hukum dan memasukkannya ke dalam qiyas. Dalam catatan yang lain
ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi i menolak maslahah-
mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena Imam asy-
32Muhammad Khalid Mas ud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-
Shatibi s Life and Thought, 162.
33Nawir Yuslem, Kitab Induk Ushul Fiqh: Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-
Juwayni dan Dinamika Hukum Islam, (Bandung: Cita Pustaka, 2007),  146-147.
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Syafi i dalam kitabnya ar-Risalah, menolak istihsan sebagai dasar penetapan
hukum Islam. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam Haramain dan
muridnya Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi iyah dengan cara menghadirkan
beberapa contoh hasil ijtihad Imam Syafi i berdasarkan kepada maslahah-
mursalah. Misalnya ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras
kepada hukuman orang yang menuduh berzina, yaitu 80 kali dera, karena orang
yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya di duga keras akan
menuduh orang lain bebuat zina. Contoh lainnya adalah tentang kasus penarikan
kesaksian dari para saksi (ar-ruju’ ‘an as-syahadat) yang menyatakan bahwa
apabila sejumlah saksi memberikan kesaksian mereka tentang seorang suami yang
telak mentalak tiga isterinya sehingga hakim memutuskan perceraian antara
keduanya, kemudian para saksi menarik kembali kesaksiaanya, maka terhadap
saksi tersebut hakim menetapkan denda sebesae mahar misl jika suaminya telah
serumah (dukhul) dengan isterinya tersebut dan setengah mahar misl apabila
belum terjadi dukhul. Penetapan denda tersebut kepada saksi adalah karena
kesaksian mereka telah menyebabkan haramnya si isteri bagi suami dan hal
tersebut merugikan suami. Kesimpulan yang diberikan imam Syafi i tidak
didasakan pada al-Qur an maupun hadis karena tidak ada ayat maupun hhadis
yang secara khusus menunjukkan hal tersebut.34
Al-Ghazali bahkan secara luas dalam kitab ushul fiqhnya membahas
maslahah mursalah dengan mengemukakan beberapa persyaratan sehingga dapat
dijadikan sebagai metode penetapan hukum yaitu: Pertama, maslahat tersebut
34Nawir Yuslem, Kitab Induk Ushul Fiqh: Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-
Juwayni dan Dinamika Hukum Islam, 148-149.
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harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama,
jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Kedua, maslahat tersebut tidak
boleh bertentangan dengan al-Qur an, as-Sunnah dan ijma . Ketiga, maslahat
tersebut menempati level daruriyah (primer) dan kemaslahatan hajiyah (sekunder)
apabila menyangkut kemaslahatan orang banyak maka kemaslatana itu setingkat
dengan daruriyah.35
Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di
atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang maslahah-mursalah
sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur an, as-Sunnah dan ijma .
Imam al-Ghazali memandang maslahah-mursalah hanya sebagai sebuah metode
istinbath (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum
Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah tidak disebutkan
oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra terhadap contoh-contoh kasus
maslahah mursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dapat disimpulkan
bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional maslahah-
mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.36
Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama sebenarnya
menerima maslahah mursalah sebagai metode penetapan hukum. Alasan yang
dikemukan jumhur ulama adalah :
35Ma ruf Amin. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, 164.
36Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Mas}lahah-Murs}alah
dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam,( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 144.
97
1)  Hasil Induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukan bahwa setiap hukum
mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat,
zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada
hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
3) Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah mursalah diantaranya:
Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab mengumpulkan Alqur an ke dalam
beberapa mushaf dengan alasan menjaga al-Qur an dari kepunahan atau
kehilangan kemutawatirannya. Usman bin Affan yang membukukan al-Qur’an
dalam satu logat bahasa demi memelihara, memerintahkan para penguasa
(pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta
yang diperoleh dari kekuasaannya, Umar Bin Khattab tidak memberikan zakat
kepada muallaf karena menurut Umar kemaslahatan banyak orang menuntut
untuk hal itu.37
Namun demikian, untuk menerima maslahah mursalah sebagai metode
penetapan hukum, harus dipenuhi beberapa persyaratan khusus di antaranya:
a) Maslahah mursalah tersebut adalah maslahah yang hakiki dan bukan bersifat
dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi
manusia atau menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
b) Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi
sehingga kemaslahatan itu memberikan manfaat/menghindari mudarat bagi semua
37Ma ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, 165.
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orang dan bukan untuk kebaikan segelintir orang atau sekelompok
penguasa/pembesar.
c) Sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal sehat itu harus sejalan dengan
maksud dan tujuan syara dalam menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia dan tidak berbeturan dengan dalil syara yang telah ada
yaitu Alqu an, Sunnah maupun ijma .38
Dengan demikian ulama yang menerima maslahah mursalah sebagai
metode penetapan hukum cukup berhati-hati dalam menggunakannya karena apa
yang ulama lakukan ini adalah keberanian menetapkan hukum dalam hal-hal yang
pada ketika itu belum ditemukan petunjuk hukum.
Adapun dasar penolakan penggunaan maslahah mursalah di antaranya
adalah:
(1)  Bila suatu maslahah ada petuntuk syara yang membenarkannya (maslahah
mu tabarah) maka ia telah termasuk ke dalam qiyas, dan bila tidak ada petunjuk
syar i maka ia tidak mungkin disebut sebagai maslahah. Mengamalkan sesuatu
yang di luar petunjuk syar i berarti mengakui akan kurang lengkapnya al-Qur’an
maupun sunnah nabi, padahal al-Qur’an dan sunnah telah sempurna dan meliputi
semua hal.
(2) Beramal dengan maslahah yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari
nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan hawa nafsu,
dan cara ini tidak lazim dalam prinsip Islami.
38 Abdul Wahab Khallaf, Iilmu Usul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1956), 86-87.
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(3) Menggunakan maslahah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan
mengakibatkan sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan
seseorang teraniaya atas nama hukum. Dan seandainya diperbolehkan berijtihad
dengan maslahah maka akan memberi kemungkinan berubahnya hukum syara
karena berubahnya waktu dan tempat juga karena berlainan antara seseorang
dengan orang lain, sehingga tidak ada kepastian hukum.39
Secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan maslahah mursalah
meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep
ini.40 Syarat-syarat tersebut adalah:
(a) maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan
semata;
(b) maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (al-maslahah al-’ammah),
bukan maslahah personal (al-maslahah al-syakhsiyyah);
(c) maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau
ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun ijma’.41
Berdasarkan argumentasi dari kelompok yang menerima dan menolak
maslahah mursalah, sepertinya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok
yang menerima ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan
beberapa persyaratan yang ketat. Sementara kelompok yang menolak ternyata
39Abdul Wahab Khallaf, Iilmu Usul al-Fiqh, 86-87.
40M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia:Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in
Islamic Studies, 1993), 87.
41Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih. Terj. Faiz el Muttaqien Jakarta: Pustaka
Amani, 2003, 113-114.
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dasar penolakannya adalah adanya kekhawatiran yaitu kemungkinan tergelincir
pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati.
Untuk melihat bagaimana tujuan luhur (maqashid al-syariah)
diterapkannya sistem perdagangan dalam Islam, maka dapat dilihat dari tiga
kategori transaksi yang diharamkan dalam Islam yaitu: Pertama dilihat dari
perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zatnya. Allah swt dalam
hal ini memberikan penekanan untuk menjaga jiwa dan kehidupan manusia agar
tidak memakan makananyang terlarang (haram), disebabkan dalam makanan yang
masuk kategori haram tersebut, ada tersimpan kemudharatan yang besar, sehingga
dapat merusak jiwanya dan akal, yang dalam jangka panjang boleh jadi akan
merusak agama dan keimanannya, sebagaimana firman Allah swt., dalam
Q.S. An-Nahl (16):115 :
                  
        
Terjemahnya :
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai,
darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain
Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak
Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.42
Memakan makanan yang haram dalam doktrin Islam, apabila dikonsumsi
akan berdampak atau berpengaruh kepada sikap mental seseorang.43
42Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), 381.
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Secara tegas dikatakan bahwa makanan yang haram dapat membuat
kejelekan budi pekerti seseorang. Secara medis makanan yang diharamkan dalam
Islam ternyata mengandung beberapa penyakit yang dapat menyebabkan bahaya
kepada manusia, misalkan pengharaman atas babi, terbukti dapat membuat
manusia terjangkiti oleh penyakit yang ada pada babi tersebut diantaranya yang
disebabkan adalah cacing pita.44
Tujuan (maqa>s}id) yang dapat diambil maknanya adalah ternyata syariat
Islam ingin melindungi manusia dari bahaya secara fisik dan mental manusia, agar
tidak rusak karena menyantap makanan yang dapat menyebabkannya terancam
bahaya.Kedua dilihat dari yang terlarang meliputi segala usaha atau objek
dagangnya dan terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli terlarang.
Manfaat atau hikmah yang dapat ditarik dari pengharaman dalam proses
jual beli, yaitu Islam ingin melindungi umat manusia agar tidak terjerembab
kepada kejahatan sosial, misalnya dalam hal melakukan transaksi dengan cara
penipuan dan adanya unsur riba. Dari segi sosiologi ini dapat dikatakan sebuah
patologi di masyarakat, di mana di satu pihak ada anggota masyarakat yang
mengambil dan mendapatkan keuntungan dengan kelebihan-kelebihan yang
sesungguhnya tidak diinginkan oleh pihak yang lainnya.
Di samping itu pula, bahwa dengan cara-cara yang terlarang perdagangan
dapat mengakibatkan terhambatnya sistem ekonomi menjadi tidak lancar, yang
dipicu dari jeranya satu pihak untuk bertransaksi dikemudian hari dengan pihak
43Pendapat al-Biqa’i yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran (Cet.
XIX; Bandung: Mizan, 1999), 189.
44M. Rusli Amin, Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita, (Cet. II; Jakarta: al
Mawardi Prima, 2005),  44-47.
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yang telah menipu atau menarik keuntungan yang besar tanpa adanya kerelaan
dari pihak lainnya. Oleh karena itu, Islam menginginkan adanya fair play dalam
segala bidang dan sendi kehidupan manusia, tujuannya yaitu agar iman
(keyakinan), jiwa (badan), akal, keturunan dan harta (property) dapat terjaga dan
terpelihara, dan inilah yang paling luhur dari diselenggarakannya syariat Islam.
Kalaupun dalam sistem kemasyarakatan dimungkinkan adanya interaksi dan
perpindahan hak kepemilikan, baik berupa pokok pikiran apalagi yang
menyangkut harta, maka hal tersebut selayaknya diatur, sehingga tidak akan ada
berbagai hal yang mengakibatkan perselisihan dan bahkan pertumpahan darah,
sehingga merugikan manusia itu sendiri.
Dengan demikian maqa>s}id al-syari>’ah dimaksudkan, yaitu agar manusia
mematuhi hukum melalui norma dan etika Islam untuk kebaikan dan kemurnian
kehidupan manusia itu sendiri, sehingga secara jasmaniah ia mampu menjaga
dirinya dan masyarakatnya dan secara ruhaniah ia akan menjadi sosok yang
jernih, dan tentunya akan memiliki pengaruh besar di kemudian hari, bagi
kehidupannya di akhirat kelak.
Manusia sebagai makhluk Allah diciptakan untuk saling memberikan
manfaat bagi sesama, sehingga manusia tidak pernah lepas dari interaksi antar
manusia, salah satu bentuk interaksi tersebut yakni dalam proses jual beli. Jual
beli merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan
saling bersepakat atas suatu barang untuk ditukarkan dengan nilai uang yang telah
disepakati.
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Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia diperlukan adanya aturan,
etika, norma, maupun batasan dalam transaksi. Salah satu bentuk norma dan
aturan yang terjadi di masyarakat yakni aturan-aturan dalam jual beli yang telah
dituangkan di dalam Al Quran. Adapun syarat dan rukun jual beli berdasarkan
hukum Islam yakni:45
a. Ijab dan Qabul Rukun pertama dalam jual beli adalah ijab dan kabul sebagai
wujud kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan atau tidak dapat dilihat
karena kerelaan berhubungan dengan hati seseorang, namun kerelaan dapat dilihat
melalui tanda-tanda lainnya yakni melalui ijab dan kabul (penyerahan dan
penerimaan barang).
Syarat sah ijab dan kabul adalah sebagai berikut46: 1) Adanya kejelasan
maksud dari kedua pihak, artinya dalam melakukan Ijab dan Qabul keduanya bisa
saling mengungkapkan maksud dari Ijab dan Qabul tersebut, dan penjual mampu
memahami apa yang diinginkan pembeli begitupun sebaliknya. 2) Adanya
kesesuaian di dalam Ijab dan Qabul, baik dalam segi barang maupun harga yang
telah disepakati oleh keduanya. Apabila tidak terdapat kesesuaian antara keduanya
maka akad tersebut dianggap tidak sah. 3) Adanya pertemuan antara ijab dan
qabul (berurutan dan menyambung). Akad yang dilakukan di dalam satu majelis
bukan berati keduanya harus saling bertatap muka, yang terpenting adalah kedua
belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan
melakukan kesepakatan ataupun tidak. Satu majelis akad dapat diartikan sebagai
45Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 70.
46Djamaludin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2008),  54.
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keadaan dimana baik penjual dan pembeli dapat saling berkomunikasi untuk
menentukan suatu kesepatakan atas objek yang sama.
b. ‘Akid (pihak yang bertransaksi) ‘Akid adah pihak-pihak yang akan melakukan
transaksi, dalam hal jual beli keduanya disebut dengan penjual dan pembeli.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai ‘akid adalah: baligh (berakal),
beragama Islam, dan tidak dalam keadaan terpaksa.
c. Ma’qud ‘Alaih (Objek Transaksi) Ma’qud alaih adalah objek atau barang yang
ditransaksikan oleh ‘akid.
Adapun syarat-syarat dari ma’qud alaih adalah sebagai berikut:47
1) Suci, barang yang dapat diperjualbelikan adalah benda-benda yang suci, bukan
najis seperti anjing, babi, darah dan yang lainnya.
2) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada suatu hal,
misalnya saya jual rumah ini padamu ketika saya sudah bosan.
3) Tidak dibatasi waktunya, misalnya saya jual rumah ini selama satu tahun,
maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab
kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali oleh syara’.
4) Dapat diserahkan, tidak sah memperjualbelikan barang yang belum pasti.
Misalnya ikan dalam kolam, buah yang masih dalam pohonnya, hewan yang
masih dalam kandungan induknya.
5) Milik sendiri, tidak sah memperjualbelikan barang orang lain tanpa seizin
pemiliknya.
47Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2011),  69.
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6) Dapat diketahui atau dilihat wujudnya sehingga dapat diketahui secara pasti
banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tidak ditemukan adanya penjelasan
terkait jual beli sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan oleh sesuatu yang haram
sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi
merupakan permasalahan yang baru yang tidak ditemukan ketetapan hukumnya.
Terdapat 3 kategori pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua Kota Palopo mengenai pemanfaatan daun ubi jalar untuk
pakan babi, yaitu halal, haram dan tidak tahu.
Pendapat yang menyatakan bahwa pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan
babi adalah halal sebab daun ubi jalar bukan benda yang diharamkan dalam Islam,
dapat membantu perekonomian masyarakat dan bermanfaat bagi sesuatu yang
lain, dalam hal ini adalah memberi makan babi.
Pendapat selanjutnya adalah pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan
yang menyatakan bahwa pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi adalah
haram dengan alasan bahwa sesuatu yang diperoleh dari hasil yang kurang
bermanfaat tidak akan membawa keberkahan hidup. Jenis daun ubi jalar yang
ditanam adalah jenis yang tidak memiliki umbi sehingga memang dikhususkan
untuk pakan babi. Oleh sebab itu, kegiatan ini dapat membantu populasi ternak
babi.
Pendapat selanjutnya adalah masyarakat yang tidak tahu hukum
pemanfaatan daun ubi jalar. Mereka melakukan kegiatan bertani daun ubi jalar
berdasarkan faktor pemenuhan kebutuhan hidup.
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Pemerintah, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Para Petani  Kelurahan
Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, maka diperoleh beberapa
argumentatif terkait maqa>s}id syari>’ah dalam pemanfaatan daun ubi jalar untuk
pakan ternak babi  sebagai berikut :
a. Dilihat dari tingkatan dharurriyat, yaitu untuk memelihara kebutuhan yang
bersifat esensial bagi kehidupan manusia.48
Umat Islam dalam menjaga agama merupakan hal yang sangat urgen dan
asasi (daruriyah). Menurut pendapat Imam Abu Ishak Al- Syathibi bahwa
menjaga agama dapat dilakukan dengan melaksanakan apa yang menjadi pondasi
utama agama yakni rukun iman dan rukun Islam. Kedua rukun tersebut harus
dijadikan pilar utama bagi umat Islam dalam proses mencari nafkah demi
kelangsungan hidup bahagia di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.
Kaitannya dengan para petani daun ubi jalar di Kelurahan Pentojangan
Kecamatan Telluwanua, penjagaan agama (hifz al din) harus diperkuat sehingga
apa yang dilakukan sesuai tuntunan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.,
sebagai pedoman utama dan sumber hukum yang hakiki. Hal yang terpenting
dalam menjaga agama sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl (6):36
sebagai berikut :
48Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2019), 171.
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                
             
    
Terjemahnya :
Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk
menyerukan): "Sembahlah   Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka
di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan
ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya.
Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana
kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).49
Para petani perlu menyadari bahwa mencari nafkah untuk kelangsungan
hidup tidaklah hanya untuk mendapatkan hasil, akan tetapi perlu memperhatikan
keberkahan dari hasil yang diperoleh .
Alasan yang dijelaskan oleh petani berdasarkan penelitian di lapangan
dapat diketahui bahwa petani memilih bertani daun ubi jalar untuk pakan babi
karena relatif lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak serta dapat
mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan bertani daun ubi jalar yang
diperuntukkan untuk pakan babi tersebut, tidak mempengaruhi keimanan petani
sebagai seorang muslim yang tetap melaksanakan kewajibannya seperti sholat,
puasa, zakat, dan lain sebagainya.
b. Dilihat dari tingkatan Hajjiyat, yaitu untuk menghindarkan manusia dari
kesulitan hidupnya.
49Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  369.
108
Berdasarkan hasil wawancara dengan petani daun ubi jalar, dijelaskan
bahwa petani mampu mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dengan menjual
daun ubi jalar. Dengan menanam ubi jalar ini segala kebutuhan baik untuk dirinya
sendiri, untuk istri dan anaknya tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari seperti
untuk makan, biaya sekolah dan lain-lain yang menghindarkan petani dari
kesulitan hidupnya.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh
dari menanam ubi jalar telah memenuhi tingkatan hajjiyat yakni menghindari
dirinya dari kesulitan hidupnya dan rumah tangganya yang apabila tidak terpenuhi
dari salah satu kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi kewajibannya sebagai
kepala rumah tangga.
c. Dilihat dari tingkatan Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan yang menunjang
peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai
dengan kepatuhan.50
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, petani memperoleh penghasilan
untuk memenuhi kewajibannya memberikan kebutuhan hidup bagi keluarganya.
Hal ini sesuai dengan tuntunan Islam bahwa suami memiliki kewajiban
memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dengan menafkahi kebutuhan
hidup dan keluarganya, petani daun ubi jalar dapat bersosialisasi dengan warga
lainnya dan telah memenuhi perintah Allah swt., sebagai seorang muslim yang
telah memenuhi kebutuhan keluarga.
50Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, 172.
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan daun ubi jalar
untuk pakan babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
dalam perspektif maqasid syariah adalah sebagai berikut:
1. Pada tingkatan dharuriyah, menanam ubi jalar untuk pakan babi tidak boleh
dilakukan karena secara tidak langsung petani juga sudah ikut andil dalam
perkembangbiakan babi tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah us}ul fiqh yang
menyebutkan bahwa: ma> harrama akluhu> harrama tsamanuhu> yang artinya apa
yang haram dimakan, haram pula harganya.
2. Pada tingkat hajjiyah dan tahsiniyah bahwa petani dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan menanam ubi jalar dan telah memenuhi kewajibannya dalam
memberikan nafkah kepada keluarga. Namun, menanam ubi jalar untuk pakan
babi bukan satu-satunya cara untuk menghindari kesulitan hidup dan rumah
tangga petani. Berdasarkan keterangan warga Kelurahan Pettojangan, disebutkan
bahwa kegiatan menanam ubi jalar baru dilakukan sekitar 5 tahun dan sebelumnya
para petani menanam sayur-sayuran.
Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi telah memenuhi kategori hifz
ma>l (memelihara harta), namun pada sisi lain kegiatan ini bertentangan dengan
hifz din (memelihara agama). Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk
terpeliharanya harta dan terpeliharanya agama, maka perlu dipertimbangkan
kemaslahatan dari kegiatan tersebut yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup.
Sehingga, tawaran penulis agar tetap tercapai tujuan maqa>s}id syari>’ah yaitu
mewujudkan kemaslahatan, maka pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan pada
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ternak lain selain ternak babi sehingga masyarakat petani masih bisa memenuhi
kebutuhan hidupnya dari aktivitas tersebut.
Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:
َجلُب اْلَمَصا لح َوَدْر ُء اْلَمفَا سد
Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.
Berdasarkan kaidah tersbut, maka maslahah dapat dicapai melalui dua
cara, yaitu:
1. mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut
dengan istilah jalb al-manafi'. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu
juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Manfaat bagi petani daun
ubi jalar adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup.
2. menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan
dengan dar' al-mafasid. Menghindari kerusakan atau keburukan dalam hal ini
adalah menghindari terjadinya perkembangbiakan babi.
Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya
(manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi
kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, untuk dapat memenuhi
manfaat atau maslahat dan menghindari kerusakan tersebut, maka petani dapat
diarahkan memanfaatkan daun ubi jalar untuk ternak selain babi.
2. Analisis Sadd al-Dzari’ah dalam pemanfaatan Daun Ubi Jalar Sebagai Pakan
Babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang
memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syari’i. Berbagai model kasus
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kerap kari muncul di era modern, sehingga menuntut dinaamisasi hukum Islam.
Kendati demikian, seorang hamba diharuskan agar lebih berhati-hati dalam
menentukan hukum baru tersebut. Kajian yang mendalam dengan didasari ilmu
syari’at yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan yang tuus diharapkan mampu
menuntun manusia (seorang mukallaf) kepada pengetahuan yang benar tentang
hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama
manusia. Salah satu permasalahan yang baru adalah pembahasan dalam penelitian
ini, yaitu pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi.
Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi mengandung
manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah ditegaskan oleh
nash atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa
barang itu berbahaya. Jenis jual beli yang terlarang dalam agama Islam dibagi
menjadi tiga yaitu:
1. Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan seperti babi, minuman keras
dan berhala, anjing, alat-alat maksiat dan barang-barang yang samar.
2. Segala usaha atau obyek dagang yang terlarang seperti usaha pelacuran,
perjudian.
3. Cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang seperti banyak sumpah,
penimbunan barang.51
Berdasarkan ketentuan di atas, jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi
tidak termasuk dalam jual beli yang terlarang sehingga jual beli daun ubi jalar
yang digunakan sebagai pakan ternak babi di Kelurahan Pentojangan dapat
51Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam
Berekonomi, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 111.
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dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.
Namun disisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau juga fasid, ini dikarenakan
dalam pemanfaatan daun ubi jalar tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu
untuk pakan ternak babi. Dengan menjual daun ubi jalar kepada peternak babi
maka secara tidak langsung berarti penjual daun ubi jalar mendukung usaha
peternakan babi. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut (melarang jual beli daun
ubi jalar untuk pakan ternak babi) termasuk sadd al-dzari’ah.
Sadd al-dzari’ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju
kepada perbuatan yang dilarang.52 Sadd al-dzari’ah merupakan salah satu metode
pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam.
Ditempatkannya dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan
hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa
meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan,
namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang
dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum
wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’terhadap perbuatan
pokok.53
Sadd al-dzari’ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi,
yaitu:
a. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim
membagi Dzari’ah kepada empat macam, yaitu:
52Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami,(Bandung: PT. Al-Ma’arif,
1986),  347.
53Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh, (Damaskus, Suriyah :Dar-l- fikr, 1999), 109.
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1) suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan
menimbulkan kerusakan (mafsadah).
2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara
sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang
merusak (mafsadah).
3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja
untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan
itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih
besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih.
4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa
menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar
akibatnya daripada keburukannya.54
b. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi dzari’ah
kepada empat macam, yaitu:
1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang
pasti.Misalnya menggali lubang di depan rumah orang lain pada waktu malam
yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan
terjatuh kedalam lobang tersebut.sebenarnya penggalian lubang diperbolehkan,
akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan
mafsadah.
2) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan
terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan
54Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 402.
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menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang
dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah).
Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak mebawa mafsadah atau
kerusakan.
3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan
seperti menjual senjata pada musuh,yang dimungkinkan akan digunakan untuk
membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual
pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung
kemaslahatan tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli
kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun
pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi
perdebatan diantara ulama madzhab, menurut Imam Syafii (w: 204 H) dan Abu
Hanifah (w: 150 H), jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam
jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman
jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari’ah tersebut dibolehkan. Sementara
Imam Malik (w: 179 H) dan Ahmad Ibnu Hambal (w: 241 H) lebih
memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut,yakni
menimbulkan riba,dengan demikian dzari’ah seperti itu tidak dibolehkan.55
c. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:
1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi
orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut
55Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 403.
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akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan
menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut
biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi
jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya
menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau
hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan
tetangga.
3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti
memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli
berjangka karena khawatir ada unsur riba.56
Disebabkan saking banyaknya kasus-kasus yang dihukumi berdasarkan
sadd al-dzarî’ah, Ibnu al-Qayyim sebagaiman yang dikutip Imam Fawaid
menyatakan bahwa sadd al-dzarî’ah merupakan seperempat taklif. Sebab, taklif
terdiri dari perintah dan larangan. Perintah mencakup dua hal; yakni sesuatu yang
dimaksud untuk diperintahkan dan sesuatu yang dapat mengantar kepada suatu
yang diperintahkan. Sedangkan larangan juga mencakup dua hal, yakni sesuatu
yang memang mengandung mafsadat dan sesuatu yang dapat mengantar kepada
mafsadat. Kesimpulannya, sesuatu yang menjadi wasîlah kepada keharaman
merupakan seperempat dari agama.57
56Ja’far bin Abdurrahman Qasas, Qaidatu Saddu Dzarai’ wa Atsaruha Al Fiqhiyyu,
(Ramadhan, 1431 H.2010 M), 11.
57Imam Fawaid, Konsep Sadd Al-Dzari’ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah,
Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 13, No. 2, Desember 2019, 337.
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Dilihat dari segi akibatnya, maka jual beli daun ubi jalar untuk pakan
ternak babi termasuk perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan
tergolong kategori persangkaan yang kuat (ghalabat azhzhan), tidak sampai pada
kategori keyakinan yang pasti (’ilmu yaqin), tidak pula terhitung nadir (jarang).
Dalam hal ini persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab
sadduz dzari’ah (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal
mungkin untuk menghindarkan dari kemafsadaran. Tidak diragukan lagi bahwa
ikhtiyah (hati-hati) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat (ghalabat azh-
zhan). Sebab persangkaan mengenai hukum-hukum yang bersifat praktis (’amaly)
mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin.58
Pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan tentang jual beli daun ubi
jalar untuk pakan ternak babi, ada yang menganggap halal dan ada juga yang
menganggap haram jual beli tersebut. Masing-masing pihak mempunyai
pendapat/argumen yang sama-sama kuat. Bagi pihak yang setuju dengan jual beli
daun ubi jalar untuk pakan ternak babi menitikberatkan terhadap manfaat yang
diperolehnya yaitu pendapatan untuk menghidupi keluarganya terutama
membiayai anak-anak untuk sekolah bahkan sampai perguruan tinggi. Sedangkan
bagi pihak yang tidak setuju dengan jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak
babi lebih melihatnya dari sisi ajaran agama Islam yang melarangnya karena
peruntukannya.
Mengingat mafsadat yang ditimbulkan dari penanaman ubi jalar tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut perlu dihindari sebab ikut serta
58Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 444.
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dalam melestarikan perkembangbiakan babi. Pelarangan ini sesuai dengan prinsip
ushul fiqh yaitu sadd al-dzari’ah (menutup jalan pada sesuatu yang
membahayakan).
Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dapat memberikan manfaat
untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dapat pula menimbulkan mafsadat
karena ikut melestarikan perkembangbiakan babi. Oleh sebab itu, mafsadat perlu
dihindari. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu sadd al-dzari’ah (menutup
jalan menuju hal yang terlarang atau haram).
Hal ini juga senada dengan pendapat Bapak Hamsah Hasan yang
menjelaskan bahwa:
“Kalau ditinjau dari segi terpenuhinya rukun jual beli, sah. Tetapi bisa
fasid atau rusak karena kaidah fikih dikatakan sadd al-dzari'ah. Menutup
pintu pintu yang bisa berakibat merusak karena ; 1) ikut membesarkan
usaha hewan haram, 2) sesuatu berupa makanan yang diketahui secara
terang benderang haram, maka sepatutnya dihindari, sebab daun ubi jalar
bukan saja untuk pakan babi ; tapi dapat dijual untuk konsumsi lain sebab
kandungan ubi jalar bergizi tinggi. Cenderung Haram, jika dilihat dari
kasusnya, sebab dengan sengaja menanam untuk pakan babi. Lain soal
kalau darurat, tidak ada usaha lain. Tapi kalau untuk tujuan mendapat hasil
yang lebih banyak, ini yang bisa masalah. Jadi Pendapat Saya adalah
cenderung haram, karena kaidah sadd al-dzari'ah (Menutup jalan menuju
hal terlarang atau haram). Kaidah Maa Adda ilal haram fahuwa haram.
Jual daun ubi itu halal, namun tujuan menjualnya yang haram. Jadi bukan
jenis jualan yang haram karena daun ubi itu halal adanya. manfaat
menjualnya yang menjadi masalah.”59
Ditambhakan oleh Bapak Muhammad Tahmid Nur, Ketua
Muhammadiyah Kota Palopo bahwa:
“Hukum pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dapat menggunakan
2 kaidah yaitu sadd al-dzari’ah (menutup jalan menuju yang haram) dan
kaidah
59Wawancara, Hamsah Hasan, Dosen Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo,
,tanggal 26 Mei 2020.
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َما الَ یَتِمُّ الَواِجُب إِالَّ بِِھ فَھَُو َواِجبٌ 
yang artinya: perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka
perantara itu menjadi wajib.” Jadi, seseorang  tetap wajib memenuhi
berbagai kebutuhan hidupnya untuk mencegah timbulnya kemudharatan
dan mencegah kemudaratan yang muncul dari kegiatannya adalah juga
kewajiban. Kalau alasan pertama melarang mengkhususkan tanaman ubi
jalar sebagai pakan babi (yang asalnya boleh) adalah sadd al-dzari’ah
(memutus jalan kepada kemudharatan) ini kita bisa lihat penjelasannya
dalam kitab-kitab ushul fiqh, bahwa untuk menciptakan kemaslahatan
melalui sadd al-dzariah, terkadang kita harus melarang sesuatu yang
sebelumnya boleh, ataupun membolehkan sesuatu yang tadinya haram.
Awalnya menanam dan menjual ubi jalar itu boleh dan halal, menolong
memberi makan hewan (termasuk babi) dibolehkan, tetapi karena kasus di
Toraja, ternak babi sudah dikomersialkan (orientasinya untuk dijadikan
makanan dan dijual, bukan hanya ditolong dari kelaparan), yang tadinya
hewan babi itu adalah hewan liar, dan sekarang ini krn komersial, mulai
membahayakan status daging halal makanan umat Islam, khususnya di
pasar-pasar sekitar Tana Toraja, bahkan SulSel. alasan kedua untuk
melarang adalah kaidah tertulis di atas, ini berdasar pada beberapa ayat al-
Quran tentang pengharaman babi, yang berarti, hewan babi itu haram
(wajib ditinggalkan atau disingkirkan) bukannya dipelihara. karena wajib
ditinggalkan, maka semua hal yang membantunya "lestari"/ berkembang
biak dengan sengaja, juga wajib dilarang, seperti tanaman ubi jalar yang
"dikhusukan untuk pakan babi.”60
Jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi dapat disamakan seperti
orang yang menjual anggur kepada orang yang bisa menjadikannya minuman
keras atau menjual senjata yang digunakan untuk memfitnah. Ibnu Qudamah
mengatakan, bahwa menjual anggur peras bagi orang yang akan menjadikannya
khamar hukumnya haram. Yang diharamkan adalah menjual barang yang
diketahui tujuan si pembeli yang akan menjadikan khamar. Ketentuan ini berlaku
60Wawancara, Muhammad Tahmid Nur, Ketua Muhammadiyah Kota Palopo, 18 Juni
2020.
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untuk semua barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan
haram.61 Sebagaimana sabda Rasulullah saw:
ثـََنا َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن  ثـََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َحدَّ َحدَّ
ثـََنا أَبُو الطَّاِهِر َواللَّْفُظ لَهُ  َوْعَلَة َرُجٌل ِمْن َأْهِل ِمْصَر أَنَُّه َجاَء َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاٍس ح و َحدَّ
ْعَلَة َأْخبَـَرنَا اْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِين َماِلُك ْبُن أََنٍس َوَغيـْرُُه َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن وَ 
السََّبِإيِّ ِمْن َأْهِل ِمْصَر أَنَُّه َسَأَل َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاٍس َعمَّا يـُْعَصُر ِمْن اْلِعَنِب فـََقاَل اْبُن 
اٍس ِإنَّ َرُجًال َأْهَدى لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رَاِويََة َمخٍْر فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َعبَّ 
وُل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َهْل َعِلْمَت َأنَّ اللََّه َقْد َحرََّمَها قَاَل َال َفَسارَّ ِإْنَسانًا فـََقاَل لَُه َرسُ 
َها َحرََّم للَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمبَ َساَرْرتَُه فـََقاَل أََمْرتُُه بِبَـْيِعَها فـََقاَل ِإنَّ الَِّذي َحرََّم ُشْربَـ ا
َثِين أَبُو الطَّاِهِر َأْخبَـَرنَا اْبُن َوْهٍب َأخْ  َعَها قَاَل فـََفَتَح اْلَمزَاَدَة َحىتَّ َذَهَب َما ِفيَها َحدَّ بَـَرِين بـَيـْ
ْن ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَالٍل َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َوْعَلَة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس عَ 
62.َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمثْـَلهُ 
Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman
bin Wa'lah seorang laki-laki dari penduduk Mesir, bahwa dia menemui
Abdullah bin Abbas. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan
kepada kami Abu At Thahir dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan
kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas dan
yang lain, dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Wa'lah As Saba`i
dari penduduk Mesir, bahwa dia pernah bertanya kepada Abdullah bin
Abbas tentang perasan anggur. Ibnu Abbas menjawab, "Suatu ketika
seorang laki-laki menghadiahkan sekantong khamer kepada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun bersabda kepadanya:
61Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th.), 148.
62Abu Husain Nuslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, Shahih Muslim, Kitab:
Pengairan/Juz. 2/No. ( 1579 ) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M, 38-39.
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"Belumtahukah kamu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah
mengharamkannya?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Kemudian dia
berbisik kepada orang yang ada di sampingnya, maka Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apa yang kamu
bisikkan kepadanya?" dia menjawab, "Saya memerintahkan supaya
menjualnya." Beliau bersabda: "Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan
untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya." Abu Sa'id
melanjutkan, "Kemudian laki-laki tersebut membuka kantung khamer dan
menumpahkan isinya semua." Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir
telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku
Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Wa'lah dari
Abdullah bin Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti
hadits di atas." (HR. Muslim)
Hadits tersebut adalah dalil mengenai haramnya menjual anggur yang
nantinya akan diolah menjadi khamar karena adanya ancaman neraka yang
disebutkan dalam hadits. Kalau memang menjual anggur pada orang lain yang
diketahui akan menjadikannya khamar, maka ini diharamkan berdasarkan ijma’
(kesepakatan para ulama). Adapun jika tidak diketahui seperti ini, al-Hadawiyah
mengatakan bahwa hal ini diperbolehkan namun dinilai makruh karena ada
keragu-raguan kalau anggur ini akan dijadikan khamar. Adapun jika sudah
diketahui bahwa anggur tersebut akan dijadikan khomr, maka haram untuk dijual
karena hal ini berarti telah saling tolong menolong dalam berbuat maksiat.
Begitu juga menjual senjata dan kuda pada orang kafir untuk memerangi kaum
muslimin, maka ini juga tidak diperbolehkan.”63
Tidak sah jual beli, jika diketahui akan digunakan untuk yang haram
seperti hasil perasan (seperti perasan anggur) yang akan diolah menjadi khamar.
Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan selainnya. Juga tidak diperbolehkan
63Subulussalam, Mawqi’ al Islam, 4, 139.
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menjualnya jika ada sangkaan kuat akan digunakan untuk yang haram
sebagaimana salah satu pendapat dari Imam Ahmad.
Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa cukup dengan sangkaan kuatmu.
Jika orang tersebut terlihat adalah orang yang sering membeli perasan untuk
dijadikan khamar, jadilah haram menjual barang tersebut padanya. Karena jika
kita tetap menjualnya berarti kita telah menolongnya dalam berbuat dosa dan
melanggar batasan Allah. Padahal Allah melarang bentuk tolong menolong seperti
ini.Jika orang tersebut menurut sangkaan kuat tidak demikian, maka jual beli
tersebut tetap sah dan tidak terlarang.”64
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika barang yang dijual pada
asalnya halal lalu diketahui atau berdasarkan sangkaan kuat akan digunakan oleh
pembeli untuk maksud yang haram, maka jual beli tersebut tidak sah dan haram.
Jika barang yang dijual pada asalnya halal dan tidak diketahui akan digunakan
oleh pembeli untuk yang haram, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak
terlarang.
Selain itu, dengan menjual daun ubi jalar kepada peternak babi berarti
terjadi perbuatan tolong menolong dalam hal kemaksiatan, yang tentunya
bertentangan firman Allah dalam QS al-Maidah (3) :2
                
                 
                 
64Shahih Fiqh Sunnah 4, 409.
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                
  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat
aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.65
Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun membawa dampak
pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
a) Perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau mafsadah.
Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatanya jauh lebih besar dari
pada kerusakanya. Seperti melihat wanita yang sedang dikhitbah, menanam
anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses oleh orang lain menjadi
minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang
didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkanya.
b) Perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini
dilarang oleh para ulama karena sadd al-dzarî’ah menghendaki berhati-hati
semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata disaat
terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan
65Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 106.
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orang-orang mushrik di hadapan orang mushrik, menjual anggur kepada pembuat
arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau mudarat yang
ditimbulkanya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya.
c) Perbuatan yang membawa kepada kerusakan, akibat dari perbuatan mukallaf
itu sendiri. Seperti menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya,
dengan maksud agar mantan suami tersebut boleh menikahi perempuan itu,
pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah muhallil, bay’u al-‘ajâl seperti
seseorang menjual kain dengan harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit,
kemudian kain tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah
dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipatgandaan hutang tanpa
sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada perbuatan-
perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada mafsadah.
Berdasarkan kategori di atas, maka pemanfaatan daun ubi jalar untuk
pakan ternak babi termasuk perbuatan yang kemungkinan besar membawa
kerusakan sehingga menanam ubi jalar untuk pakan babi tidak sah karena jenis
ubi jalar yang ditanam adalah jenis ubi yang tidak memiliki umbi dan khusus
untuk pakan ternak, seperti babi. Oleh sebab itu, petani ubi jalar sudah
mengetahui sebelumnya bahwa daun ubi jalar akan dimanfaatkan untu pakan babi.
Hal ini berbeda kalau petani tdak mengetahui pemanfaatan daun ubi jalar yang
ditanamnya.
Sehingga perlu adanya penerapan sadd al-dzari’ah atau usaha menutup
jalan agar pemanfaatan daun ubi jalar tidak lagi diperuntukkan untuk ternak babi,
malainkan diperuntukkan bagi ternak selain babi. Hal ini disebabkan pada
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dasarnya sadd al-dzarî’ah merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan
suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah, dalam hal ini jual beli..
Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang, yaitu
ikut melestarikan perkembangbiakan babi sehingga konsep sadd al-dzarî’ah disini
lebih bersifat preventif atau upaya hukum mencegah perbuatan yang awalnya





Berdasarkan pembahasan tentang pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan
babi di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, maka peneliti
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi yang dilakukan petani di
Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo didasarkan faktor
ekonomi. Petani dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga melalui jual beli
daun ubi jalar. Mereka memilih menanam ubi jalar karena proses budidayanya
sangat mudah dan dapat dipanen dua kali sebulan kemudian dipasarkan ke
peternak babi di Kabupaten Tana Toraja. Terdapat 3 pendapat masyarakat
Kelurahan Pentojangan terkait status hukum pemanfaatan daun ubi jalar sebagai
pakan babi, yaitu: halal, haram dan tidak tahu. Sebagian besar petani ubi jalar
tidak mengetahui hukum dari jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi.
2. Berdasarkan analisis kemaslahatan, maka diperoleh bahwa maslahah dapat
dicapai melalui dua cara, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari atau
mencegah kerusakan dan keburukan. Pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan
babi dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dapat
pula menimbulkan mafsadat karena ikut melestarikan perkembangbiakan babi.
Oleh sebab itu, agar tetap dapat meraih kemaslahatan tanpa melanggar ketentuan
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agama, maka pemanfaatan daun ubi jalar dialihkan untuk ternak selain babi. Hal
ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu sadd al-dzari’ah (menutup jalan menuju
hal yang terlarang atau haram).
B. Implikasi Penelitian
Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi oleh  para ulama di
Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dalam melakukan
sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani ubi
jalar mengenai status hukum menjual daun ubi jalar sebagai pakan babi mengingat
mafsadat yang timbul dari kegiatan jual beli daun ubi jalar tersebut. Hal ini penting
dilakukan agar para petani melakukan jual beli yang sesuai tuntunan agama sebab
pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi adalah masalah baru yang tidak
dijelaskan secara terang status hukumnya sehingga dibutuhkan analisis yang lebih
dalam untuk penetapan hukumnya. Kegiatan sosialisasi ini perlu juga didukung
dengan peran pemerintah setempat terkait solusi ekonomi yang dapat ditawarkan
kepada masyarakat petani daun ubi jalar. Untuk menguatkan status hukum kegiatan
jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi, maka perlu kiranya Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kota Palopo mengeluarkan fatwa terkait hukum pemanfaatan daun
ubi jalar untuk pakan babi sebagai dasar hukum agar masyarakat mendapatkan
kejelasan hukum dari aktivitas tersebut.
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